SALINAN

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
J1. Jenderal Gatot Bubroto No 6 Senayan Jakarta 10270

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR g § g TAHUN 2025
ENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; 4. bahwa dalam rangka meningkatkan lualitas
alnuntabilitas kineria serta mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang baik, periu menyusun Indikator
Kinerja Utama di linglungan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwaldlan Daerah Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan tentang
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Ketiangan dan Kinerja Instansi Pemerintsh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinteh:

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daersh
Republik Indonesia sebagaimana tslah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Rencana Sfrategis Kementerian/Lembaga dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025-
2029,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Format Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kincrja Instansi Pemerintah;

©. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahum 2021
tentang Evaluaei Aluntabilitas Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birckrasi Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;




Menetapkan

KEBATU

KEDUA

e

8. Peraturan Sgkretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Nemor & Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwaldilan
Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Selkretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota
Provinsi: '

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  DEWAN

FERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal

Dewan  Perwakilan Daerah  Republik [ndenesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

i Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

l. Kepala Biro Perencansan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwalilan Daerah Republile Indosesia;

2. Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia; dan

3. Kepalas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian
Keusngan Republik Indonesia.

NRP. 70070207
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDOMNESIA
NOMOR 889 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA
" UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN  PERWAKILAN DAERAH
REFUBLIK INDONESIA

KAMUS INDIEATOR KINERJA
DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH

J inisiatif yang dihasilkan DPD RI

Nilai kualitas BT
1,1.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
Nilai tertimbang aspirasi masvarakst dan daerah vang
1.1.1.1 THE terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
RUU
119 1K Nilai kualitas ‘dukungan keahlian legislasi RUU untuk
TR legislasi RUU
11.2.1 K Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai
standar vang ditetapkan untuk legislasi RUU
1.1.2.2 IKK Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU
i% ;kss | Nilai lualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR
191 (KD Nilai leunalitas dukungan bahan untulk pandangan dan
i pendapat atas RUU Usul Pemerintah ataun DFR
Nilai tertimbang aspirasi masyaralkat dan daerah yang
1.2.1.1 KK terhimpun sesuai standar yang ditetapkan 1.]111.11:!5 legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan
DPR
1 53 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintsh atau DPRE
Nilai tertimbang analisa kajlan sesual standar vang |
1.2.2.1 [KK ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas
RUU Usul Pemerintah dan DPR
1.3 IKSS Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APEN
1.3.1 TKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas
: REUU mengenai APBN
| Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
1.3.1.1 [KK terhimpun sesusi standar ditetapkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU
133 IKP Nilai kualitas dulungan keahlian untuk pertimbangan
i atas RUU mengenai APBN
1321 KK Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang
o ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APEN
1.4 IKSS Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
3 Pendidikan dan
141 KP Nilai kualitas dlkungan bahan untuk pertimbangan atas
- RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama




1.4.1.1

IKK

Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

1.4.2

[KP

MNilai kualitas duI-::ngan keahlian untuk pertimbangan
atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

1.5.2.]

IKK

Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang

ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,
Pendidikan dan Agama

2.1

TKSS

Nilai ltualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA

3.1.1

IKP

Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas
pelaksanaan UU selma.l ASMASDA

KK

Nilai tertimbang H.E{.‘rll'ﬂ.ﬁl m&.a}ra.ra}:at dan daerah yang
terhimpun sesuai standar wyang ditetapkan untuk

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

2.1.2

IKP

Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas
pelaksanaan UU sesuai ABMASDA

2.1.2.1

IKK

Nilai tertimbang wuwji petik sesuasi standar untuk
Pengawasgan atas pelalesansan Undang-Undang

2.1.2.2

IEK

Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DFD RI
serta pandangan dan pendapat atas EUU Usul Pemerintah
atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
sesual standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang

4.1.2.3

TKK

Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil
produk hulkum DPD RI

2.1.24

TKK

Indeks reformasi hukum

2.1.2.5

IKK

Nilai tertimbamg pengelolaan Lkerumashtanggaan dan
kerjasama parlemen DPD RI

2.2

IKSS

23,1

IKP

Nilai Imalitas tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksangan UU
sesual ASMASDA

2.2.1.1

IKK

Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang |

terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk
pemantauan dan penmj_auan

222

[KFP

Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindalk lanjut hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksansan UU
sesual ASMASDA

2.22.1

IKK

Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai
standar wang ditetapkan untulk pemantauan dan

2222

IKK

| Nilai tertimbang parameter

peninjauan atas pelaksanaan UU
pengukuran  efeltifitas |

pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta
kemanfaatannya

2.3

TKSS

Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan

evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

2.3.1

TKP

Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil
pemantaian dan evaluasi ates Ranperda dan Perda sesuai
ASMASDA

2.3.1.1

IKK

Nilai tertimbang aaplram masyarakat dan daersh yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untuk
penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda den
Perda




5.

Nilai kualitas keahlian untuk tindak lanjut hasil

| 2.3.2 IKP pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesual
: ASMASDA -
PECR KK Nilai tertimbang masukan untuk penvempurnaan
. kebijakan sesuai standar yang ditetapkan
2399 KK Nilai termr?hmm masukan untuk harmonisasi legislas:
pusat dan daerah
3.1 1IKSS Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
3.1.1 IKP Nilai Indeks RB General
5113 IKK Nilai capaian RB pengelolasn organisasi
3.1.1.2 IKK Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia
3. L.l IKK Nilai capaian RB pengelolaan kinerja
3.1.1.4 TKK Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional
3.1.1.5 IKK Nilai capaian RE pengelolaan keuangan
3.1.1,6 TKK Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan
3.1.1.7 KK Nilai capaian RB pelayanan informasi publik
3.1.1.8 KK Nilai capaian RE pelayanan informasi publile di daﬂrah
pemilihan
3.1.1.9 KK Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarans di
P ibukota negara
| 31.1.10 KK Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prassrana di
il ibukota provinsi
a1l EL IHK Nilai capaian RE pengawasan internal
3.1.4 IKP Nilai Indeks RB Tematik
3.1.2.1 IKK Nilai capaian RB Tematik
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A. INDIKATOR KINERJA UTADA SASARAN STRATEGIS (IKSS)
1.1 IKSS Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI

1.2

Sasaran Strategis
Tujuan

Definisi

Farmula

Periode

i Meningkatnya kualitas legislas: RUU

Nilai kualitas RUU inisiatll yang dihasitkan DPD RI ini

- bertujuan untalk mengukur tingkat knalitas bahan dan
keahlian proses legislasi penyusunan RUU Usul DFD Rl

Nilai kualitas RUU inisiafif yang dikasilkan DFD Rl ini
adalah indikator yang bersifat kompesit dan perhitungan
capaiannya meonggunakan pembobotan dari aspelk-
aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki
kamus indi r masing-masing
Indikator ini mengukur hasil komposit dari 2 aspek
keterpaduan Kualitas RUU Usul DPD RI, yaita:
a. Aspek Jualitas bahan legislasi sesuai standar
- Aspirasi masyarakal dan daerah yang terhimpun
sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
RUU
b. Aspek kualitas keahlian legisiasi RUU sesuai standar
- Analisa kajian - nasksh akademik sesuai standar
yang ditetapkan untuk legislasi RUU
Pelalcsanaan uji sahih dan finalisasi RUU
Bobot untuk setiap aspek keterpaduan Kualitas RUU
Usul DPD RI adalah:

a. Aspek kualitas bahan atas legisiasi skor bobot 13
b. Aspek kualitas keahlian atas legislasi RUU skor bobot
BS

! 8= Pin + Pinn

S Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI

Pin Milgi kuaslitas dukungan bahan untuk legislasi
RUU

Puz Milai kualitas dukungan keahlian untulk legislas
RUU

+ Dihitung pertabhun

IKSS Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR

Sasaran Strategis
Tujuan

Definisi

: Meningkatnya kualitas legislasi RUU
. Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul

Pemerintgh ateuy DPR ini bertujuan untuk mnng;‘ukurl
tinglat lmualitas bahan dam keahliam proses legislasi
penyusunan pandangan den pendapat atas RUU usul
Pemerintah dan DPR bidang kewsnangan DFD RI

. Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUL Usul

Pemerintah ataw DPR yang dihasilkan DPD Rl ini adalah
indiketort yang bersifat komposit dan perhitungan
capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspck
pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliic
kamus indilcator masing-masing

Incdikator ini mengulur hasil komposit dari 2 aspek

keterpaduan Kualites Pandangan dan Pendapat atas

RUU Usul Pemerintanh atsu DPR yaitu:

a. Aspek kualitas dukungan bahan pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPRE sasual
standar .

- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun
gesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah dan DPR _ _

b. Aspek kualitas dukungan keahlian pandangan don
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesux
standar




Formula

Periode

oy 12

- Analisa ksjidh sesuai standar yvang ditetapkan
untuk legislasi pandangan dan pendapat atas
RUU Usul Pemerintah dan DPR
Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR adalah:
a. Aspek kualitas bahan afas legislasi skor bobot 35

b. Aspek hualitas keahlian atas legislasi RUU skor
bobot 65

v SeE Puanr Pin

Sz Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR yang dihasilkan DPD
RI

P Nilai malites dukungan bahan untuk pandangan
dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau
DPFR

Piza  Nilai [Iuslites dulbungan keahlian untuk

: dan pendapat atas RUU  Usul

Pemerintah atau DPR

: Dihitung pertahun

1.3 IKSS Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis
Tujuan

Definisi

Formula

Periode

: Meningkatnya kualitas legislasi RUU
: Nilai kualitas pertimbangan atos RUU mengenai AFEN

bertujuan untuk mengulkur tingkat kualitas bahan dan
keeahlian proses legislasi penyusunan pertimbangan atas
RUU mengenai APBN

+  Nilgi kualitas pertimbangan atas RULU mengenai APENini

adalah indileator vang bersifat komposit dan perhitungan
capaiannya menggunalkan. pembobotan dari aspek-aapeic
pembentulmya. ﬂetfa.p .'Eu'pﬂlt pembentiuk  memilild
kamus indiltator masing-masing
a. Aspek kualitas duhmgan bahan untuk pertimbangan
atas RUL mengenai APBN
- Agpirasi masyarakat dan daereh yang terhimpun
sesual standar yvang ditetaplkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU AFPBN
b. Aspek  kualifas dubungan  keahlian  unfuk
pertimbangan atas RUU mengenai APEN
- Analizsa kajian sesuai standar yang ditetapkan
untuk legislasi Pertimbanpgan atas RUU APBN
Bobot untuk setiap aspek keterpadusn  leualitas
pertimbangan atas RUU mengenai APBN adalah:
a. Aspek kualitas dukungan bohan uniuk pertimbangan
atas RUU mengenai AFBN, skor bobot 50
b. Aspek kualitas dukungan  keahlign  uniuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN, skor bobot
50

: B3 =P+ Piaa
Pis Nilai lenalitas pertimbangan atas RUU mengenai
APEN
Fipn  Nilai laalitas dukungan bahan pertimbangan
atas RUU mengenai APEN

Fiza  Nilai lmalitas dukungan keahlian perimbangan
atas RUU mengenai AFBN

: Dihitung pertahun
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1.4 IKSS Nilai kualitds pertimbanga® atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama

Sasaran Strategls
Tujuan

Definisi

Formula

Periode

: Meningkatnya kualitas legislasi RUU
: Nilai kualitas pertimbangan atas RUL mengenal Pajak,

Pendidikan dan Agama ini bertujuan untuk mengukur
tinglzat loualitas bahan dan keahlian proses legislas:
penyusunan pertimbangan atas RUU mengenai Pgjalk,
Pendidikan dan Agama

: Nilai kualitas perfimbangan atas RUU mengenai Pafak,

Pendidikan dan Agama ini adalah indikator yang bersifat
komposit dan perhitungan capaiannyas menggunakan
pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap
aspelk pembentuls memilild kamus indikator masing-
masing
a. Aspek kualias dukungan bahan untuk periimbangan
musRWrrmnngqhk, Pendidikan dan Agama
- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun
sesual standar yang ditetapkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan

Agama,

b. Aspek fualitas dukungan  keahlian  untik
pertimbangan atas RUT mengenai Pajak, Pendidikan
dan Agama
- Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan

legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,
idikkan dan Agama

Bobot untuk sedap aspek keterpaduan kualitas

pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan

Agama adalah:

8. Aspek kueliias dukungan bahan untuk periimbangan
atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama,
skor bobat 50

b. Aspek kualitas dukungan  keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidilkan
dan Agama, skor bobot 50

i B = Pl + P

Pis  Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

Py Nilai kualitas dukungan bahan perfimbangan
RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Pl  Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangen
RUU mengenai Pajek, Pendidikan dan Agama

¢ Dihitung pertabhun

2.1 IKSS Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA

Sasaran Strategs

Tujuan

Definisi

1 Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan

UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

. Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA ini

bertujuan untuk mengulmr tingleat leualitas bahan dan
keahlian penyusunan hasil pengawasan sesuai aspirasi
masyaralcat dan daergh

. Nilai kualitas hasil pengawaesan sesuai ASMASDA ini

adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan

capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek

pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memillid

kamus indikator masing-masing .

a. Aspek kualites dukungan bohan hasil pengawasan
atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesual
standar




2.2

9.

- Aspirasi meSyaralat dan daerah yang terhimpun
sesuai standar yang ditetapkan untuk
Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

b. Aspek kualitas lealites dulungan keahlian hasil
pengawasan ates pelaksanaan UU berdasarkan

ASMASDA sesual standar

- Uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang

- Masukan terhadap RUU Inisiatif DPD FI serta
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerinteh atay DPR, masukan atas perubahan
kebijakan Pemerintah sesuai standar vyeng
ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksansan
Undang-Undang

- Bosialisasi, dialog dan FGD hasil produl hulum
DED RI

- Penilaian atas pelaksanaan reformast huloum
untuk mengidentifikasi dan memectakan regulasi,
melakulan re-regulasi dan dercgulasi aturan,
serta memperkuat  sistem regulasi | untuk
mengulair sejauh mana upaya reformasi hukum
telah berhasil dilalukan, termasuk dalam hal
penyiusunan regalasi vang berkualitas dan
harmonisasi antar regalasi.

- Pengelolaan kerumshtanggasn dan kerjasama
parlemen DPD RI

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan lkualitas hasil
pengawasan sesual ASMABDA adalah:
a. Aspek kualiias bahon atas pengawasan skor bobot 3
b. Aspek kualitas keahlian atas pengawasan skor bobot
a7
Formula 1 B =P+ Paa_
Su1  Nilhi kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA
Pan  Nilai kuslitas dulingan bahan hasil pengawasan
atas pelabtsanasn UU berdasarkan ASMASDA
sesnai standar
Paiz  Nilal lualites dulungan lkeahlian hasil
pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarian
ASMASDA sesual standar
Periode : Dihitung pertahun

IKSS Nilai kualitas tindalk lanjut hasil pemantauan dan peninjauan

terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Saszaran Strategis | Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan
UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Tujuan . Nilai kualitas findak [lanjut hasil pemantauan dan
pentryau.:.n terhadap pelaisanaan UL sesuai ASMASDA
ini bertujuan untuk mengulur tingkat kualitas bzhan
den Lkedhlian tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU scsuai ASMASDA

Definisi : Nilgi kualitas tindak lonjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
ini adalah indikator yang bersifat komposit dan
perhitungan capsiannya menggunalkan pembobotan dari
aspelc-aspek pembentulnya. Setiap aspek pembentuk
memilild kamus indikator masing-masing
a. Aspek kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil

pemarntauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan

- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun
gesuai standar wang ditetapkan untuk




Formula

Penode

=10-

pemantausn dan peninjanan atas pelaksanasn
uu
b, Aspek kualitas dukungan keahlian tindak lanjut
hasii pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UL berdasarkan ASMASDA sesuad
standar
- Masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar
yang ditetapkan untulk pemantauan dan
peninjauan atas pelaksanaan UU
- Parameter penguluran efektifitas pelaksanaan
UU, dampak yang ditmbulkan serta
kemanfaatannya
Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas tindak
lanjut hasil pemantausn dan peninjauan terhadap
pelakeanaan UU sesual ASMASDA adalah:
a. Aspek fualitas bahan aias pemantauan dan
peninjauan skor bobot 20
b. Aspek kualifas keaghlion ofas pemantauan don
peminjauan skor bobot 80

¢ Baz=Pa + Pasz

Bz Nilai laslitas tindak lanjut hasil pcmantauan
Wauﬂn terhadap pelaksanaan UU sesuai

Paa Milai lkualitas dukungan bahan tndak lanjut
hasil pemantanan dan peninjausn tcrhadap
pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai
standar :

Paay Wilei kualitas dulmungan keahlian tmdalk lanjut
hasil pemantanan dan peninjanan terhadap
pelaksanaan UL berdasarkan ASMASDA sesuai
standar

: Dihitung pertahun

2.3 IKSS Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi
atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Sasaran Strategs

Tujuan

Definisi

: Meningkatnya kualitas pengawesan atas pelaksanaan

UL dan peraturan perundang-undangan lainnya

} Nilgi  kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan

evaluasi dtas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ini
bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan
keahlien tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi
atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

i Nilai kualitas tindak lanfut hasil pemantauan dan

evaluasi atas Ranperda dan Perda sesual ASMASDA ini
adalah indikator yang bersifat kompaosit dan perhitungan
capaiannya menggunakan pembeobotan dari aspele-aspel
pembentulnya. Setiap aspek pembentuk memilild
kamus indikator masing-masing
a. Aspek kualitas dukungaen bahan tindak lanjut hasil
pemanioiian dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA
- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terlumpun
sestdal standar vyang ditstapkan untuk
peryusunan hasil pemantsuan dan evaluasi
‘Ranperda dan Perda
b. Aspek kualitas dukungan keahlion tindak larjut
hasil pemantauan dan evaluast atas Ranperda dan
Perda sesual ASMASDA
- Masukan untuk penyempurnaan kebijakan
sesuai standar yang ditetapkan




Formula

FPeriode

AP

- Masulkan uAtuk harmonisasi legislasi pusatl dan
daerah

EBobot untuk setiap aspek keterpaduan lkualitas tindak

lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap

pelaksanaan UU sesuai ASMASDA adalah:

a. Aspek kualiios dukungan bahan tindak lanjut hasi
pemantauan dan evaluast atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA, skor bobot 50

b. Aspek kualitaes dukungan keahlian tindak lanjut
hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ABMASDA, skor bobot 50

: Bag= Ppy + Pama
Saa Nilai Kualitas tindak lanjut hasil pemantauan
dan evalussi atas Ranperda dan Perda sesual
ASMASDA

Paa1 Nilai lkualitas dubungan bahan tindak lanjut
hagil pemantauan dan evalussi atas Ranperds
dan Perda sesuai ASMASDA

Paaz Milai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut
hasil pementauan dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai ASMASDA

: Dihitung pertahun

3.1 IKSS Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis

Tujuan

Definisl

¢ Terwujudnya tata kelola Dewan Perwaldlan Daerah yang

efelktil

. Nilal Indeks Reformasi Birokrasi ini bertujuan untulk

mendorong instansi pemmerintah untule lebih almintabel
dalam ménjalankan tugas dan fungsinya, serta lebih
transparan dalam proses pengambilan kebijakan dan
pengelolaan sumber daya

+ Nilai Indeks Reformasi Birolerasiini adalah indikator yang

bersifat lkomposit dan perhitingan capaiannya
menggunalan pembobotan dari aspek-aspek
pembentuknys. Setiap aspek pembentuk memilild
kamus indikator mesing-masing
a. Aa.pek Reformasi Birokrasi General

Kelompok indikator FB General pengelolaan

arganisasi

- Kelempok indikator RB General pengelolaan
sumber daya manusia

- Helompok indilkater RB General pengelolaan

leinerja
- Kelompok indikator RE General pengelolaan
tals nasional
- Kelompek indikator RE Genera RB pengelolaan
ke
- Kelompel indicator RB General RB digitalisasi
pemerintahan

- Kelompek indileator RB General RE pelayanan
informasi publilc

- Helompok indikator RB General RBE pelayanan
informasi publik di daerah pemilihan

- Kelompok indikator RE General pengelolaan
sarana dan prasarana di ibukota negara

- Kelompok indikator RB Genera BB pengelolaan
sarana dan prasarana di ibukota provinsi

- Kelompok indikator RB General EB pengawasan
internal

b.  Aspek Reformasi Birokrast Tematik
- I{:lump::k indilcetor RB Tematik




Formula

Periode

L1

Bébet untuk setiap aspek keterpaduan RB General dan
RB Tematik adalah:

a. Aspek Reformasi Birckrasi General, skor bobot 99
b. Aspek Reformasi Birokrasi Tematik, skor bobot 1

: Sa1 = Pan + Paiz

Ba1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Pan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General
Pz Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tematik

. Dihitung pertahun
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B. INDIKATOR KINERJA UTaMa sasarafi BroGrAM
1.1.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU

1.1.2

Sasaran Strategis
Sasaran Program

Tujuan

Definisi

Formula

Perinde

: Meningkatnya kuelitas legislasi
: Meningltatnya kuaslitas legislasi RUU
: Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislas{ RUU ini

bertujuan untuk mengulur tinglat kualitas dukungan
bahan legislasi RUU sesual standar

¢ Nilai kuclitas dukungan bahan uniuk legislasi RUU ini

adalali’ indikator yang bersifat komposit dan
perhitiingan capaiannya menggunakan pembobatan
dari aspek-aspek pembentulmya. Setiap aspek
pembentul memilild kamus indilator masing-masing
8. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan unfuk
legisiasi RULY
e T MOHESL it S
- Aspirast yang disempaiakn langsung Kantor
DPFD RI
- Pengolahan data aspirasi
- Kajian terkait dengean bubungan pusat dan
daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
- Stakeholder Engagement
Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan legisiasi
RUU sesuai standar adalah:
a, Aspek aspirasi mosyarakat dan dasrah yang
terhimpun sesuzi standar yang diteiapkan untuk
legislasi RUL, skor bobot 100

b Pan = K

Pin Nilai kualitas dulungan bahan untuk legislasi
RU

Kuir Nilal teptimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapkan wntuk legislasi RUU

+ Dihitung pertahun

IKP Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU untulk

legislasi RUU

Sesaran Strategis
Sasaran Program
Tujuan

Definisi

: Meningl=atnya kualitas legislasi
3 Mem.qﬂ']gmm'}ﬂ lrualitas legislasi RUU
. Nilad kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUT

ini bermjuan untuk mengukur tngkat lualitas
dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar

+ Nilgl kueditas dulungan keahlian untuk legislasi RUU

ini adalah indikator yang bersifat komposit dan
perhitungan capsiannya menggunakan pembobotan
dari aspek-aspek pembentulmya. Sctiap aspek
permbentuk memilild kemus indikator masing-masing
a.  Aspek analisa kajien - naskah akademik sesual
standar yarg ditetaplkan untuk legisiasi RUU
- HKajian sesuai wusulan tentang gambaran
hulkum nastonal dan ketatanegaraan
- Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan
Rule, Oppertunity, Capacity, Communication,
Interest, Process, and Ideclogy (ROCCIFI)
- Finalisasi NA oleh Tim Ferumus
b. Aspekpélaksanaan uji sahih dan finalisas RUU
- Uil sahih NA dan draf RUU dengan kalangan
akademisi
- Finalisasi RUU




1.2.1

Formula

Periode
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Bobot untuk SéHap aspek keterpaduan kualitas
dukungan Lkeahlian legislasi RUU sesuai standar
adalsh ;

a. Aspek analisa kgjian - naskah akademik sesual
standar yang ditetapkan untuk legisiasi EUU, skor
bobot 20

b. Aspelk pelalksanaan uji sahih dan finalisasi RUL,
skor bobot 80

Prz = Knizy + Kisa

Prz  Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU

untuk legislasi RUU

Kun  Nilai tertimbang analisa kajian - naskah

akademilt sesuai standar yeng ditetapian
untuk legislasi RUU

Kiza Nilai tertimbang pelaksanaan uji sshih dan

~ifinalisasi RUU

¢+ Dihitang pertahun

IKP Nilai kualitas dulmungan bahan untuk pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DFR

Sasaran Strategis
Sasaren Program

Tujuan

Definisi

Formula

Periode

: Meningkatnya kualitas legislasi
. Meningkatnya kualitas Pandangan dan pendapat atas

RULU 1asul dari Pemerintah atau DPR

. Nilai kualitas dulkungan bahan untuk pandangan dan

pendapat atas RUU Usul Pemerintah ataw DFR ini
bertujuan untuk mengukur tingkat kaalitas dultungan
bahan atas RUU Usul Pemerintah atau DPFR sesua
standar

: Nilei kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan

pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini

adalah indikator yang bersifat kampusgu hﬂda.n

perhiftfigan capaiannys menggunakan pem tan
dari aspek-aspek pembentuknya Setiap aspek
pembentuk memilild kamus indikator mesing-masing

a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai stondar yang ditetapkan untuk
legislasi pandangan dan pendapat alas RUU Usul
Pemegrintah dan DFR
- Péngolahan data aspirasi
- Hajian terkait dengan hubungan pusat dan

dasrah serta pelaksanasn otonomi dasrah
- Stakeholder Engagement

Bobot untuk sctap kualitas dukungan bahan untuk

pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah

atau DPR adalah:

a. Aspek aspirasi masyarakat da.ﬂ. daerah yang
terhimpun sesuei standar yang ditetapkan untuk
legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pamerintoh dan DER, skor bobot 100

! Pin = Kz

Pz Milai kuslitas dulkungen bahan untuk
pendangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerinteh atan DPR

Kyagn Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetaplkan untuk legislasi RUU

. Dihitung pertahun
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1.2.2 IKP Nilai kualitd¥ dubungan kédhlian untuk pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

1.3.1

Sasaran Strategis
Sasaran Program

Tujuan

Definisi

Formula

Periode

: Meningkatnya kualitas legislasi
: Meningkatnys kualitas Pandangan dan pendapat atas

RUU usul dari Pemerintah ateu DFR

: Nilal kyplitas dukungan keahlian untuk pandangan dan

pendapat atas RUUV Usul Pemerintah atau DPE inmi
bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dulungan
keahlian atas RUU Usul Pemerintah atau DFR sesuai
standar

1 Nilgi kualitas dulungan keahlian untitk pandangan dean

pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau [IPR ind

adalah indikator yang bersifat komposit dan

perhitungan capaiannya ‘menggunakan pembobotan
dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek
pembentuk memilild kamus indikator masing-masing
a. Aspek analisa kaflan sesual standar yang
ditetapican.  untuk legislasi pandangan dan
pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR
- Kajian sesuai usulan tentang gambaran hulkum
nasional dan ketata negaraan

- Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan
‘Rule, Opportunity, Capacity, Communication,
Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)

= F:'nu]iuaninluh'ﬁm Perumus

Bobot untuk sstiap kualitas dukungan bahan legislasi

RUU sesuai standar adalah:

a. Aspek analisa kgjilan sesuai standar yang
ditetapkan untuk legislasi pandangan dan
pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR, skor
bobat 100

¢ Piza = Koz

Pizz Nilai lkualites dulongan keshlisn untuk
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atan DFR

Kiznn  Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar
vang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan
pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR

: Dihitang pertahun

IKP Nilai kualitas dulungan bahan untuk pertimbangan atas
RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis
Sasaran Program

Tujuan

Definist

. Meninglatrya kualitas legislasi
. Meningkatnya leualitas Pertimbangan atas RUU

mengenad AFBN

: Nilai kualitas dukungan bahan uniuk pertimbangan
atas RUU mengenai APBN ini bertujuan untuk

menguikur tngkat lkualitas dukungan Gbahan
pertimbangan atas RUU AFBN

. Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan

ates RUU mengenai APBN ini adalah md:katnr:.rang
bersifat komposit dan perhitungan capaiannya
menggunakan  pembobotan dari  aspelc-aspels
pembentuknya. Setiap aspek pembentul memilil:i
km&mﬂjknmrmaamgmmng — —
a. ek rasi  mosyorakt daerah

ﬁmﬁmpuuﬂem standar yang ditetapkan untuk

legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

- Pengelahan data aspirasi

- Kajian terkait dengan hubungan pusat dan

daerah serta pelaksanaan otonomi daerah




[
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- Stakehold® Engagement

Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan untk

pertimbangan atas EUU mengenai APEN adaleh :

a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerch yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan uniuk
legislasi Pertimbangan atas RULT APBN, skor bobot

100
Formula : Pisr = Eann
Py Nilai Joualitas dultungan bahan untuk

pertimbangan atas RUU mengenai AFEN
Kisnn  Nilal terdmbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesual standar yang
ditetapkan untuk legislasi Peroimbangan atas
RUL AFBN
Periode : Dihitung pertahun

1.3.2 IKP Nilai kualitas dulkungan keahlian untuk pertimbangan atas
RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis © Meningkatnya kualitas legislasi
Sasaran Program @ Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU
mengenai APBN
Tujuan . Nilai kualitas dultungan keahlian untuk pertimbangan
atas RUU mengenai APBN ini bertujusn untuk
mengulour  tingkat kualitas dukungan Leeahlion
pertimbangan atas RUU APBN
Definisi - Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertinbangan
atas RUU mengenai APBN ini adalah indikator yang
bersifat komposit dan perhitungsn capaiannya
menggynakan  pembobotan dari aspek-aspek
pemberitukmya. Setiap aspek pembentuk memiliki
Lamus ingikstor masing-masing
g. Andlisa kajien sesuai standar yang ditetapkan
untuk legislasi Pertimbangan atas RUU AFBN
- Kajisn RKP
- Kajlan KEM - PPEF
- Kajlan RUU APBN
- Kajian RPJMN
- Kajian AFEN-P
- Finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD
Rl
Bobot untul setiap kualitas dulungan keahlian
pertimbangan atas RUU mengenai APBN adalah:
2, Aspek Analisa kaflen sesuai standar pang
ditetapkan untuk legislasi Pertfimbangan atas RUU
APEN, skor bobot 100
Formula : Piaa = Kiam
Puz  Nilai kualitas dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN
Kisa: Milai tertimbang analisa kajian sesuai standar
yeng ditetapkan untuk legslasi Pertimbangan
ataz RUU APBN
Periode : Dihitung pertahun

1.4.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas
RUU mengenai Pajak, Pendidiltan dan Agama
Sasaran Strategis : Meningkaiya kualitas legislasi
Sasaran Program @ Meningkatnya lualitas Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajak, Pendidikan dan Apama
Tujuan . Nilai fualites dukungan bahan untuk pertimbargarn
atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama i

e ———___=




1.4.2

Definisi

Formula

Perinde
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bertujuan untul fengulour tingkat kualitas dukungan
bahan pertimbangan =atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama

i Nilai kualitas dukungan bahon untuk pertimbangan

atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini
adalah indikator yang bersifat komposit dan
perhitungan capsiannys menggunakan pembobotan
dari &spek-asspek pembentuknya. Setiap aspek
pembentuk memilili kamus indikator masing-masing
8. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untuk
legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan
dan Agama
- Pengolahan data aspirasi
- Kajian terkait dengan hubungan pusat dan
daerah serta pelaksanasn otonomi daerah
- Stalesholder Engagement
Bobot untuk setiap kualitas dulungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidilcan

dan

a. mlmpum masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untul
legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan
dan Agama, skor bobot 100

r P = Kjan

Pie Nilai Imalitag dukungan bahan uantuk
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
F'm.didikﬂn dan Agama
Kiastt Nilal tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetaplkan untuk legislasi Pertimbangan atas
RUU Pajak, Pendidilcan dan Agama

: Dihitung pertahun

IKP Nilai kualitas dulkungan keahlian untuk pertimbangan atas
RUU mengenai Pajals, ‘Pﬂn:liﬂ.iknn dan Agama

Sasaran Strategis
Sasaran Program

Tujuan

Defini=

: Meninglkatnya kualitas legislasi
: Meningkatnya lkualitas Pertimbangan atas RUU

mengenal Pajak, Pendidikan dan Agama

: Nilad kualitas dukunpgan keahlian untulk pertimbangan

atas RUU mengenai Pajak, Pendidilan dan Agama ini
bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dulungan
keghlisn pertimbangan atas RUU mengenai Pajal,

Pendidikan dan Agama

: Nilai kualitas dultangan keahlian untuk pertmbangan

atnsHUUmmgmaiPﬂjak,PendidiknndﬁnAg:mﬂahﬁ
adalah indilkator yang bersifat lkomposit dan
perhitungan capalannya menggunakan pembobotan
dari aspek-aspek pembentuknys. Setiap aspek
pembentuk memilild kamus indikator masing-masing
a. Analisa kajian sesuai standar yeng ditetaplan
untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajalk,
dan Agama

jian sesuai usulan tentang gambaran hukum

nasional dan ketata negaraan
- Analisis Repulatory Impact Analysis [RIA] dan
Rule, Opportunity, Capacity, Communicatiaon,

Interest, Process, and Ideology [ROCCIFT)
- Finalisasi oleh Tim Perumus




2.1.1

2.1.2
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Bobot untuk $étiap kualitas dukungan keahlian

pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan

dan Agama adslan:

b. Aspelk Analisa kgjian sesuai stander yang
ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU
Pajak, Pendidikan dan Agama, skor bobot 1(X)

Formula i Prag = Kuam
Piaa Hﬂa: kualitas dulmngan keahlian untuk

Kz, Nilai tertimbang analisa lajian sesuai standar
yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan
atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

Periode : Dihitung pertahun

IKP Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas

pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawesan atas pelaksanasn
UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran Program : Meningkatnya Pengawasan atas pelaksanasn UU

Tujuan : Nilai kaalitas dukunpgan bahan hasil pengawasan atas
pelaksanaan UL sesual ASMASDA ini bertujuan untuk
mengakur tingkat kualitas dukungan bahan hasil
pengaweasan atas pelaksanasn UU berdasarkan

ASMASDA sesuai standar
Definisi : Nilai laalitas-dulungan bahan hasil pengawasan atas
pelales UU sesuai ASMASDA ini adalah indilcator

vang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya

menggunalcan  pembobotan dari aspck-aspek

pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki
kamus indikator masing-masing

a. Aspek aspirasi masyarakol dan daerah yang
terfempun sesual standar yang ditetaplan untulk
Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
- Telaahan asmasda atas pelaksanaan UU

tertentu
- Penetapan prioritas pengawasan atas asmasda
pelaksansan UL tertentu

Bobot untuk setiap kualitas dulmingan bahan hasil

pengawasan atas pelaksansan UU  berdassarkan

ASMASDA sesual standar adalah:

a. Aspek aspirasi masyarckat dan daersh yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untuk
FPengawasan atas pelaksancan Undang-Undang,
sleor bobot 100

Formula : Pan = Haann
Pan  Nilai lkualitas dukungan bahan  hasil
pengawasan atas pelaksanssn UU  sesuai
ASMASDA
hain  Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetaplean untuk Pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang
Periode : Dihitung pertahun

IKP Nilai koalitas dulungan keahlian hasil pengawasan atas
pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Sasaran Strategis : Mr_-.n.infgi:amlrn kmalitas pengawasan atas pelakesanaan

UU dasy peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program : Meningkainya Pengawasan atas pelaksanasn UU



Definisi

Farmula
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: Nilai Balitas dukungan keahlian hasil pengawasan

atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan
untuk mengulour tingkat kualitas dulkungan keahlian
hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan
ASMASDA sesuai standar

: Nilai Jualitas dulungan keahlian hasil penpawasan

atas psleksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah
indikator yang bersifat komposit dan perhitungan
capaiannya menggunakan pembobotan dari aspelk-
aspek pembentulmya. Eaaunp n&pel: pembentuk
memilild leamus indikator masing-masing

Bobot untuk setiap kualitas dulungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaan UU  berdasarkan
ASMASDA sesuai standar adalah;

a. Aspel wi petiic sesuai standar untuk Pengawasan

PBeninjauan lapangan
- "Brmbehasan melatui POD dil
Perumusan finalisssi hasil penpgawasan
lapangan
b. Aspek masukan terhadap RUU Mhisiatif DPD RT
serta pandangon dan pendapal atas RUT Usul
Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan
kebijakan Pemerintah sesuai standar yang
ditetaplan untuk Pengawasan atas pelaksanaan
Undaeng-Undang
- Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk
peraturan pelaksanean (PP, Peraturan Menteri,
S0P, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Telmis
atau usulan perubahan RUL
c. Aspek kegiatan sosialisasi dialog darn FGD hasil
produk hukum DPD R
- Perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi,
“Hialag dan FGD hasil produk huloum DPD
d. Aspelk Indeks Reformasi Hulum
- Identifilcasi dan pemetaan regulasl reregulasi
dan dersgulasi aturan dan penguatan sistem
nasional
c. Aspek pengelolaan  kerumahtanggaan dan
kerjasama parlemen DPD RI
- Perumusan hasil atas pengelolaan
kerumahtanggaan dan Xerjasama parlemen
DPFD RI
Bobot untulk setiap kualitas dulungan keahlian hasil
pengawasan atas pelaksanaan UU  berdasarkan
ASMASDA gesuei standar adalah:
a. Aspek uji petik sesuai standar untuk Pengawasan
atas pelaksanaan Undang-Undang, skor bobot 6
b. Aspek masukan ierhadap RUU Inisiatif DPD RI
serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul
F‘eﬂwmiah atait DPR, masukan atas perubahan
kebjjakan Pemerintah sesuai standar yang
ditetapkan untuk Pengawasan ates pelaksanaan
Undang-Undang, skor bobot 32
c. Aspek kegiatan sostalisasi, dialog dan FGD hasil
produk hukum DPD RI, skor bobot 30
d. Aspek Indeks Reformasi Hukum, dengan skor
babot 2
e, Aspek pengelolasn kerumahtanggeen  dan
kerjasama parlemen DPD RI, skor bobot 30

v Paia = Koz + Kaies +Kaiss + Eanoe + Kaias



Periode

-20-

Pan . Milai logefitas dukungan keshlian hasil
pengawasan atas pelaksanaan UU  sesuai
ASMASDA

Kzt Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk

Kitza  Nilai tertimbang masukan terhadap RUU
- Inisiatif DPD Rl serta pandangan dan pendapat

atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masulan
atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai
standar yang ditetapkan untuk Pengawassn
atas pelaksanaan Undang-Undang

Kaza  Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan
FGD hasil produk hulam DPD RI

Katz«  Milad tertimbang Indeks Reformasi Hukum

Kaizs  Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggazn
dan kerjasama parlemen DPD RI

¢ Dihiming pertahun

2.2.1 IKP Nilai kualitas dulungan bahan untuk tindak lanjut hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai

ASMASDA
Sasaran Strategis

Sasaran Program

Tujuan

Definisi

Formula

: Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan

UU dasd peraturan perundang-undengan lainnya

: Meninglatnya lualitas Tindak lanjut atas hasil

pemantavan dan peninjauan terhadap pelaksanaan
UU sesuai aspirasi masyarakat

: Nilai kualitas dukungan bahan untk tindak lanjut

hasil pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk
mengulair tinglat kualitas dulungan bahan tindak
lanjut hasil pemantanan dan peninjauan terhadap
berdasarkan ASMASDA

i Nilai kualitas dulmingan bahan untuk tindak lanjut

hasil pemantawan dan peninjauan terhadap

pelaksanaan UL sesuai ASMASDA ini adalah indilkator

yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya

pembobotan  dari  aspek-aspek
pembentulmya, Setiap aspek pembentuk memilildi
kamus indikator masing-masing

a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang
terlimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk
pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU
- Telarhan asmasda atas pelaksanaan UU

tertentu
- Penetapan prioritas pengawasan atas asmasda
pelaksanaan Ul tertentu

Bobot untuk setiap kualitas dulbungan bahan tindak

lanjut hasil pemantavan dan peninjauan terhadap

pelaksanaan UU berdessarkan ASMASDA sesuai
standar adalah:

a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yvang ditetapkan untuk
pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan
UU, dengan bobot 100

: Pa; o= Ko

Faay o Nilmt kualitas dulkungan bahan untuk tindak
lanjut hasil pemantavan dan peninjauan
terhadap pelalmanasan ULl sesusi ASMASDA

Kz Nilai tertimbeng aspirasi masyarakat dan
daerah yang terhimpun sesuai standar yang



2.2.2

Pericde

_ﬁ'l_

ditetapkéji untuk pemantauan dan peninjauan
atas pelaksanaan UU

: Dihitung pertabun

IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil
pemantauan dan peninjavan terhadap pelalksanaan UU sesuai

ASMASDA
Sasaran Strategis

Sasaran Program

Tujuan

Definisi

Formula

Feriode

! Meninglatnya lmalitas pengawasan ates pelaksanaan

UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

: Meningkatnya kualitas Tindak lanjut ates hasil

pemantagan dan peninjauan terhadap pelaksanasn
UU sesual aspirasi masyarakat

: Nilai. kqahm dukungan keahlian untuk tindak lanjut

hasil “pemantanan dan peninjavan terhadap
pelaksansan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk
mengulour tingkat loualitas dusl:-.mgan knahﬂan tindek
lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap
berdasarkan ASMASDA

: Nilai kualitas dulungan keahlian untuk tindale lanjut

hasil pemantauvan dan p-eninjm.mn terhadap
pelaksanaan UU sesual ASMASDA ini adalah indikator
yang bersifat komposit den perhitungan capaiannya
menggunakan  pembobotan dari  aspek-aspek
pembentuknya. Setap aspek pembentuk memilild
kamus indikator masing-masing

a. Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai
standar yang ditetaplan untuk pemantanan dan
peninjauan atas pelaksanesan UL
- Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil
- Penetapan RUU Inisiatif DPD

b. Aspek  parameter pengulouran efektifitas
pelaksanaan UU, dampak yang dittmbulkan serta
leemanfaatannya
- Kajian dampak atas pelaksanagn UU
- Perumusan usulan perubshan RUU Inisiatf

DFD

Bobot untul setiap kualitas dukungan keahlian tindalk

lanjut hasil pemantausn dan peninjauan terhadap

pelaksanagn UU berdasarkan ASMASDA sesual
standar adalah :

a. Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai
standar yang ditetapkan untuk pemantaven dan
peninjauan atas pelalrsanaan UU, skor bobot 65

b. Aspek parameter pengukuran  efeltifitas
pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulltan serta
k:ﬁan:lhs.ta.rmya, skor bobot 35

! Pazz = Kigs + Kasss

Pazz  Nilal kualitas dukungan keahlian untuk tindak
lanjut hesil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Kpy Nilai (ertimbang masukan terhadap RUU
Inisiatif sesual stendar yang ditetapkan untuk
pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan
[418)

Kz Nilai tertimbang parameter pengukuran
efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang
ditimbulltan serta kemanfastannya

: Dihitung pertahun
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2.3.1 IKP Nilai kualitds ‘dukungen bahn untuk tindak lanjut hasil
pemantanan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai

2.3.2

ASMASDA
Sasaran Strategis

Sesaran Program

Tujuan

Definisi

Formula

Periode

b e
: Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelalkssnasn

UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

: Meningkatnya lkuslitas Tindak lanjut hasil

pemantauvan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesual espirasi masyarakat

: Nilai kualites dukungan bahan untuk tindak lanjut

hasil pemanteuan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASBMASDAiIn| bertujuan untuk mengukur
tingkat kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil
pemantanan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA

¢ Nilai kualitas dultungan bahan untul tindak lanjut

hasil pemantsuan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDA ini adaleh indikator yang
bersifat  lkomposit dan perhitungan capaiannya
menggunaken  pembobotan dari  aspek-aspek
pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memilili
kamus indikator masing-masing
a, Aspek aspirasi masyarakat dan daerah vang
terhimpun sesuai standar yang ditetaplan untuk
pemyusunan hasil pemantanen dan evaluasi
Ranperda dan Perda
- Pengkajian tm pendukung dalam rangka
pemantauen dan evaluasi  berdasarkan
asmasda sclama 1 (satu) Tahun Sidang baik
yang bersumber dari Anggota maupun Kantor
Daerah
- Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda
- Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi
Ranperda dan Perda
Bobot untuk setiap kualitas dulungan keahlian tindale
lanjut hasil pemantauan dan peninjatan t:rha.dap
pelaksbnaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai
Bl;andﬂ;r
a. ﬂapckasp;ram magyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk
penyusunan hasil pemantanan dan evaluasi
Ranperda dan Perda, skor bobot 100

i Pzax = Haayy

P:e  Nilai kuslitas dulungan bahan untuk tindak
lanjut hasil pemantzuan dan evaluasi atas
Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Kaau  Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan
dacrah yang terhimpun sesuai standar yang
ditetapican untuk penyusunan hasil
pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

: Dihitung pertabun

IKP Nilai Imalitas ‘keéahlian untuk tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai

ASMASDA
Sasaran Strategis

Sasaran Program

: Meningkatnya kaalitas pengawasan atas pelaksanaan

UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Mﬁﬂl’ﬂﬁgﬁa kualitas Tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Ferda

sesuai aspirasi masyarakat



3.1.1

Tujuan

Definist

Formula :

Periode

23- .

. Nilai kualitas dlikungan bahan untuk tindak lanjut

hasil pemantavan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk
mengubur tingkat kualitas dulungan keahlian tindak
lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai ASMASDA

: Nilai lalitas dukungan bahan untuk tindak lanjut

hasil pémantauan dan evaluasi atss Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDAiIni adalsh indileator yang
bergifat lzomposit dan perhitungan capaiannya
menggunakan  pembobotan dari  aspek-aspek
pembentulmys. Sctiap aspek pembentuk memilild

kamus indikator masing-masing
a. Aspek masuksn untuk penyempurnaan kebijakan
sesual standar yang ditetapkan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Perumuisan penyempurnaan kebijakan kepada
Femerintah dan Pemerintah Daerah
b. Aspek masukan untulk harmonisasi legislasi pusat
dan dasrah
- Kajian harmonizasi legislasi pusat dan daerah
- Pérumusan mazulan dalam rangha
harmonisasi legislasi pusat dan daerah
Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian tindak
lanjut hasil pemantavan dan peninjauan terhadap
pelaksanasn UU  berdasarkan ASMASDA sesuai
standef addleh:
a.  Aspelk masuksn untuk penyempurnaan kehijalkan
sesual standar yang ditetapkan, skor bobot 50
b. Aspek masulan untuk harmonisasi legislasi pusat
dan daerahmasukan untuk harmonisasi legislasi
pussat dan daerah, skor bobot 50
Pzag = Hasg + Kases
Pesa  Nilgl lualites keahlian untuk tindalk lanjut
hasil pemantanan dan evaluasi atas Ranperda
dan Perda sesuai ASMASDA
Kaann  NMilai tertimbang masukan untuk
penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang

ditetapkan
Kazz  Nilai tertimbang mesukan untuk harmonisasi
legislasi pusat dan daerah
: Dihitung pertahun

IKP Nilai Indeks RB General

Sagaran Strategis
Sasaran Program
Tujuan

Definisi

¢ Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah

yang efelkul

: Terselenggaranya sistem dan tata kelola intermal pada

selretariat jenderal DPFD R1

: Nilgi Indeks RB General ind bertujuan untuk mengulkur

tingkat pelaksansan Reformasi Birokrasi General

1 Nilai Indeks RB Genercl ini adalah indikator vang

bersifat komposit den perhitungan capalannya
menggunakan  pembobotan dari  aspek-aspek
pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memilili
kamus indilator masing-masing
a. MNilai capaian RB pengelolaan organisasi
- Rencana Alksi Pembangunan RB General
- Tinglat Implementasi Rencana Akel RB General
- Persentase Penyederhanaan Strubmbar

‘Organisasi



e

B

Tingkat ~Capaian Sistem Kerja untuk

‘Penyederhanaan Birckrasi

- Indeles Pelayanan Publilk

- Indeks Kualitas Kebijakan

- Survei Kepuasan Masyarakat '

Nilai 5:apaian EB pengelolaan sumber daya

manusia

- Indeles Sistem Merit

- Indels BerAKHLAK

Nilai capaian RB pengelolaan ldnerja

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintah (SAKIP)

- Indeles Perencanaan Pembangunan

Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional

- Capaian Prioritas Nasional

- Capaian [KU Kementerian (Lembaga

Nilai capaian RB pengelelaan keuangan
Indileator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Nilai eapaian RE digitalisasi pemerintahan

- Tinghat Implementasi Kebijakan Arsitelctur
Sistemn Pemerintahan Berbasis Elelaronik
{SPBE)

- Tinglkat Digitalizasi Arsip

- Indeks Pembangunan Statistik

- Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digita!

Hilai capaian RB pelayanan informasi publik

- Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan

Nilai cepaian RE pelayanan informasi publik di

daerah pemilihan
- Tinghkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
(LAPOR) yang Sudah Diselesailcan

Nilai capaian RB pengelolasn sarana dan

prasarana di ibukota negara

- - Indeks Pengelolaan Aset

Nilai capaian RB pengalunlaan sarana dan

prasarana di ibukets provinsi

- Indeks Tata Kelola Pengadaan

Nilai capaian RB pengawasan internal

- Tingltat Maturitas Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah [SPIP)

- Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona
Integritas

- Tindak lanjut rekomendasi

- Survei Penilaian Integritas

Bobot untuk Nilai Indeks RE General adalah:

&,

b.

]
d.

B

Nilai capaian RB pengelolaan organisasi, skor
bobot 3

NMilai cnp.aian RE pengelolaan sumber daya
mamisia, skor bobot 3

Nilai capaian RE pengelolaan kinerja, skor bobot 3
Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional,
skor bobot 15

Nilal capsian RB pengelolaan keuangan, skor
bobet 27

Nilai capaian RE digitalisasi pemerintahan, skor
bobat 12,5

Nilai eapaian RB pelayanan informasi pablik, skor
babat 5

Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di
daerah pemilihan, sleor bobot 2,5
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i. Nilai capaidn RB pengelolaan sarana dan
prasarana di ibukota negara, skor bobot 20
§ 1

Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan
prasarana di ibukota provinsi, skor bobot 7,5

k. Nilai capaian EB pengawasan internal, slor bobot

1.5

Formula : Pan = Ko + Kavss + Kayss + Kanne + Koy + Koo +
Kanir +#a110 + Eau1 + Kanaio + Kanuyg
Py Nilai Indelks RB General
Kaiy  Nilai capaian RB pengelolaan organisasi
Ksim  Nilai capaian RE pengelolaan sumber daya
manusia
Koinn  Nilai capaian RB pengelolaan linerja
Kaize  Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional
Kaiis  Nilai capaian RB pengelolaan keuangan
Kans  Nilal capaian RB digitalisasi pemerintahan
Ksnir  Nilai capaian RB pelayanan informasi publik
Ksiw  Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di
daersh pemilihan
Ksiw  Nilai capaian RB pengelolasn sarans dan
prasarena di ibukota negara
Ky Nilal capeisn RE pengelolaan sarana dan
prasarana di ibulkota provinsi
K Nilai capaian RB pengawasan internal
Periode : Dihitufig pertahun
3.1.2 [IKP Nilai Indeks RB Tematilk
Saseran Stratcgis : Terwujudnya tata lelols Dewan Perwalilan Daerah

Sasaran Program

Tujuan

Definisi

Formula :

Periode

Y e Y T T I

- bersifat

yvang efelotif

: Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai,

menjawab dan mengatasi permasalahan tats Lkelola
pemerintah vang diresslkan secara langsung oleh
masvarakat
Nilai Indeks RE Tematik ini bertujuan untulk mengukur
tingleat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Nilai Indeks RE Tematik ini adalgh indikator
komposit dan perhitungan capaiannya
menggunakan  pembobotan  dari aspek-aspek
pembentuknya, Setiap aspek pembentik memilili
kamus indikator MmASINE-masing
a. Nilpi capaian RB Tematik

- Pengentasan kemisldinan

- Realisasi investasi

- Digitalisasi Administraai

berfokus penanganan stunting

- Penggunasn produk dalam negert

- Laju inflasj
Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlion tindak
lanjut hasil pemantauan dan peninjavan terhadap
pelaksanaan UU  berdasarkan i
standar adalah:
; Nilad capaian RE Tematilk, skor babot 100
na = 1
Pyis Nilai Indelks RE Tematik
Kuay  Nilai capaian RB Temaril

Yang

 Dihitung pertahun

=
L
]

‘
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARANKEGIATAN
1.1.1.1 IEKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar vang ditetaplan untule legislasi

RUU
Sasaran
Strategis
Sasaran
Program
Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Definisi

Formula

: Meningkatnya kualitas legislasi
: Meningkatnya kualitas legislasi RUU

: Meninglkatnya kualitas dulungan bahan dan keahlisn

untul legielasi RUU

; Nilal tertimbarng aspirasi masyarakal dan daeerah yang

terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
RUU ini bertujuan untuk menghimpun, menganalisis,
dan mgnﬁntwgr&mkan aspirasi masyarakat dan daerah
secara Komprehensif untuk mendukung penjyusunsn
RUU vang responsif terbadap kebutuhan daeran dan
masyarakat

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang

sesuai standar yang difetapkan untuk legislast
RUTT ini adalah Ulmaran kualitas dan lmantitas aspirasi
magyarakat dan daerah yang berhasil dihimpun dan
diolah oleh Pusat Kajien Daeran (Puskadaran) untul
mendulung proses. penyusunan RUU inisiatif DPD RI
dengan mempertimbengkan kesesuaian terhadap standar
metodologi pengumpulan aspirasi yang telah ditetapkan

: Formula IKK Kl1111: Nilai Tertimbang Aspirasi

Masyarakat dan Daerah untuk Legislasi RUU
Formula Utama
Ky = (AHyy + AHye + AHyg + AHyz + AHig) % (AB1o/ 100)
Breakdown Komponen Formula
s, AH;, - Aspirasi dari Anggota DPFD RI
A= (65/100) = [AS; + ASuz + ASy)
Dimana:
A8y, = Persentase bobot a.ap:.ru.m dari kegiatan Reses
= Persentase bobot aspirasl darl Kunjungan
Hpm.h Perseorangan (Eundapil)
AS;3 = Persentase bobot aspirasi dari Kunjungan
Kerja Alat Kelenglkapan (Hunker)
b. AHis - Aspirasi ke Kantor DPD RI
AHus = (20,/100) % {ASye + AS5)
Dimana:
AS;4 = Persentase bobot aspirasi yang disampaikan
langsung ke Kantor DPD RI di Ibukota Negara
ASys = Persentase bobot aspirasi yang disampailean
langsung ke Kantor DPD BI di Ibukota Provinsi
¢. AHys - Pengolahan Data Aspirasi
AHys = {5, jﬂtﬂ.ﬂ “Ada" dan 0, jika # "Ada’}
Indikator: Terlaksananya pe.ngulﬂhan data espirasi
d. AH;r- Pengkajian Hubungan Pusat-Dasrah
AHyy = {5, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada®)
Indikator: Terlalsananya pengkajlan terkait
hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan
otonomi daerah
g, AHs - Konfirmasi Stakkeholder
AHig = {5, jika = "Ada” dan 0, jika = "Ada"}
Indilkcator: Terlaksananya  konfirmasi  detail
terhadap stakeholder pengusul aspirasi
1. AB;; - Bobot Tahunan
ABqg = Bobot Milai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 6
Tahun 2026 = 12




1.1.2.1

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data

“27-

Tabun 2027 =18
Tabun 2028 = 24
Tabun 2029 = 30

: Tahunan
: Nilai _
: Unit KerjetEselon 11

: Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai
standar Fan.g ditetapkan untuk legislasi RUU

Sasaran

Strategis
Sazaran

Program
Sasaran

Kegiatan
Tujuan

Definisi

Formula

Meningkatnya lkualitas legisiasi

: Meningkamya kualitas legislasi RUU

Meninglkatnya lmalitas dulningan bahan dan keahlian
untuk legielasi RUU
Nilat tertimbang analisa kafian - naskah akademik sesual
standar ‘yeng diletapkan wuntuk legislasi RULT ini
bermujuan menphasilkan analisis kajlan dan naslkah
akademike berkualitas tinggl yang menjadi dasar ilmiah
dan yuridis dalam penyusunan RUU inisiatif DFD Rl
Nilai tertimbong analisa kafian - naskah akademik sesual
standar yang ditetapkan untuk legislasi RULIni adalah
ukuran lmalitas hasil analisis kajian dan penyusunan
naskah abademilt sebagai dasar ilmiah dalam
penvusunag RUL inisiatif DPD RI, dengan mengacu pada
standar penulisan naskah akademik yang berlaku
Formula [KK Kz Nilal Tertimbang Anslisa Kajian -
Naskah Akademik untuk Legislasi RUU
Formula
Utama
Kz = (AHgp + AHn + AHz) % (AB1e/100)
EBreakdown Homponen Formula
& @Hyp - Kajjan Hulkum Nasional dan Ketatanegaraan
N & {30, jikea = "Ada” dan 0, jika # "Ada"
Indileatar: Terlaksananya penplajian sesuai usulan
tentang gambaran  hukura  nasional dan
ketatancgaraan
Nilai: Binary (20 atau 0}
b. AH: - Analisis RIA dan ROCCIPI
AHg; = {20, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada’}
Indikator: Terlaksananya Analisis Regulatory
Impaet Analysizs [RIA} dan Rule, Opportunity,
Enpaniq.r, Communication, Interest, Process, and
v (ROCCIPI)
I'Hla.l ary (20 atau Q)
c. AHs - Finalisasi Naskah Akademilk
AHgg = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ¥ "Ada"}
Indikator: Terlaksananyas Finalisasi Naskah
Akademik (NA) oleh Tim Perumus
Nilais- Em:ﬂ.l:].r (60 atau 0)
d. ABye - E-.‘ﬂmt Tabunan
ABy = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tabhun 2025 = 0,2
Tahun 2026 = 0,4
Tahun 2027 = 0,6
Tahun 2028 =0,8
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Tahun 2029 = 1,0
Proporsi Bobot Internal:
AHgz (Finalisasi NA): 60% - Komponen paling penting
AHg, (Kajian Hukum): 20% - Dasar teoretis
AHg (RIA & ROCCIPI): 20% - Analisis dampak

: Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon [

Kombinasi persentase dan binary

IHI{Hﬂaiurthnhangmhkummﬂisahihﬂmﬁnnﬁmiﬂﬂﬂ

Sasaran

Strategis
Sasaran

Program
Sasaran

Hegiatan
Tujuan

Definis:

Forrmuala

Meningkatmya kualitas legislasi
Meningkatnya kualitas legislasi RUL

Meningkamya kualitas dukungan bahan dan keahlian

untuk legiglasi RUU

Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU
ini bertujuan memastiken proses uji sahih dan finalisasi
RUU dilaksanaksn sesuai standar legislasi yang
berkualitas dan dapat dipertanggungiawabkan secara

yuridis

Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU
ini adalah uleuran kualitas proses verifikasi, validasi, dan
finalisasi’ RUU yang dilalulean untuk memastikan
kesesugian substansi, sistematika, dan harmonisasi
RUU dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebelum diajukan ke DPRE

Formula IKK Kzt Nilal Tertimbang Pelaksanaan Uji
Sahih dan Finalisasi RUU

Formula Utama:

Kiiza = [AHas + AHazs) = (ABa3/ 100)

Heterangan:

AB3y = Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan
finalisasi RUU [Biro Persidangan [ dan [I)

AMzs = Jumlah persentase bobot uji sahih NA dan draf
RUU dengan kalangan akademisi

Mlm {5ﬂ,jfk-ﬂ“ Ada dan[l jika # "Ada’}
Indikator: Terlaksananya uji sahih NA (Naskah
Alkademik] dan draf RUU dengan kalangan
alkademis:
Hriteria Penilaian:
50 poin = Jika kegiatan uji sahih terlaksana
O paln = Jika kegiatan uji sahih tidak terlaksana
b. AHzs - Finalisasi RUOU
AHgs = {50, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada'}
Indilkator: Terlaksananya finalisasi RUU
Kriteria Penilaian:
50 poin = Jika proses finalisasi RUU terlaksana
0 poin = Jika proses finalizsasi RUU tidak terlaksana
g. ABg;- Bobot Tahunan
AB3zs = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 0,8
Tahlin 2026 = 1,6
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Tahun 2027 =33
Tahun 2028 = 3,2
Tahyn 2029 =40

: Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon I

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang aspirasi masyaralat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program
Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Drefinisi

Formula

Meningkatnya kcualitas legislasi

Meningkatnya kualitas Pandangan dan pendapat atas

J RUU usualldari Pemerintah atau DFR

Meningkatnya kuelitas dukungan bahan dan keahlian
untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul dari
Pemerintah atau DPR
Nilai tertimbang aspirasi masyarckat dan daerah yang
terhimpun sesua standar yang ditetaplan uniuk legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemenintoh dan
DPR ini bertujusn menyediakan masuken aspirasi
daerah vang terstruktur dan berkualitas untuk
memperkuat pandangan dan pendapat DPD Rl terhadap
RUU yang dinsullcan Pemerintah dan DPR
Nilai tertimbang aspirasi masyarakat daen daerah yoang
terhimpun sesudi standar yarg ditetapkan untuk legislas
dan pendapat atas RUU Usul Pemeriniah dan
DFR ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan
daerah yang dihimpun untuk mendulung penyusunan
a.ndw mpmdapat DFD RI terhadap RUU yang
diusu Pemerintah atau DPR, dengan
menggunakan  metodologl pengumpulan aspirasi yang
teratandar
Formula IHE K Nilai Tertimbang Aspirasi
t untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR
Formula Utama
Kian = (AHgs + AHzs + AHzg) * (ABas/ 100)
Breakdown Komponen Formula
a. AHsr - Pengolahan Data Aspirasi
o7 = {40, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indilkater: Terlalssnanya pengolahan data aspirasi
Nilaj: Binary (40 atau 0]
Bobiats 40% dari total penilaian
b. AHg - Kajian Hubungan Pusat-Daerah
AHazs = {40, jikca = "Ada" den 0, jika # "Ada’}
Indiicator: Terlaksananya pengkajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelalksanaan otonomd daerah
Nilai: Binary (40 atan ()
Bobot: 40% dari total penilaian
G .AHu Stakeholder Engagement
= {20, jilta = “Ada® dan 0, jilca » "Ada")
Indl:kntun Terlaksananye stakeholder engagement
Nilai: Binary (20 atau 0]
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Periode
Samian
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
[ata

|t _Eﬂ_

d.  ABas - Bobot Tahunan
ABggs = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 =0,1
Tahun 2026 = 0,2
Talhun 2027 = 0,3
Tahun 2028 = 0,4
Tahun 2029 = 0,5
Tahunan
Nilai b o
Unit Kerji Eselon I

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang analisa kajian sesunal standar yang

ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU
Usul Pemerintah dan DPR

Sagar=sn
Stratepgis
Sasaran
Program
SESEren
Kegiatan

Tujuan

Definisi

Foarmula

Meningleattiya kualitas legislas:

Meningkatriya kualitas Pandangan dan pendapat atas
RUU usul daxi Pemerinteh atau DPR
Meningkatnya kualitas dultungan bahan dan keahlian
untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul dari
Pemerintah ataw DFR
Nilagi tertimbang analisa kajian sesuai standar yang
ditetapkan untuk legislasi dan pendapart tas
RUU Usul Pemerintah dan DFR ini bertujuan
menghasilkan analisis kajian yang mendalarm sebagai
dasar argumentasi ilmiah dalam memberikan pandangan
dan pendapat DPD RI terhadap RUU usulan Pemerintah
dan DPFR
Nilai tertimbang analisa kafion sesuai standar yang
ditetapiean uniuk legisiasi pandangan dan pendapat tos
RUT Usul Pemerintah dan DFR ini adalah ukuran loualitas
hesil analisis kajian vang dilakukan Pusperjaloum
sebagai dasar penyusunan pandangen dan pendapat
DPD EI terliadap RUU usul Pemerintah dan DFR, dengan
mengacy pada standar analisis kebijaksn dan
perundang-undangan
Formulg:TEKK Ko Nilai Tertimbang Amnalisa Kajian
untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul
Pemerintah dan DPR
Formula Utama
Kiaz: = (AHs + AHaz + AHn) = (ABso/ 100)
Breakdown Homponen Formula
a, AHs; - Pengkajian Hukum Nasional
AHyy = {20, jika = "Ada" dan 0, jila # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya penglkajian sesuaiusuian
tentang gambaran hultam nasional dan
ketatanegarasn
Kriterin Penilaian: :
20 = Jika kegiatan pengkajian TERLAKSANA
0 = Jika kegiatan penglkajian TIDAK TERLAKSANA
b, AHss - Analisis RIA dan ROCCIFL
AHaz = {20, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada’}

i 1 Terlaksananya analisis Reguiatur;,r
Impéct Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity,
Capeacity, Communication, [nterest, Process, and
ldeclogy (ROCGIP]
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Periode
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Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data
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Kriteria Penilifan:
20 = Jika analisis RIA dan ROCCIP] TERLAKSANA
0 = Jika analisis RIA dan ROCCIPI TIDAK
TERLAKSANA

c.  AHjzs - Finalisasi oléh Tim Perumus
AHss = {60, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indilsator: Terlaksananya finalisasi oleh Tim
Perimus
Kriteria Penilaian:
60 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus
TERLAKSANA
0 = Jikg finalisasi oleh Tim Perumus TIDAK
TERLAKSANA

d. ABsp - Bobot Tahunan
ABjo = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 =0,2
Takun 2026 = 0,4
Tahun 2027 = 0,6
Tahun 2028 = 0,8
Tabmnun 2029 = 1.0

;1 Tahunan

Milaz
Unit Kerja Eselon [I

Komhbinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU AFPBN

Sasaran

Strategis
Sasaran

Program
Sasaran

Hegiatan
Tujuan

Dafinist

Formula

Mr::lmgkmm'a kualitas legislasi

Meninglkatnys kualitas Pertimbangan atas RUU
mengenai AFEN
Meningkatnya kualitas dukungan bahen dan keahlian
pertimbangan atas RUU mengenai APBN
Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daergh yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislost
Pertimbangan atas RUU APEN ini bertujuan menghimpun
aspirasi fiskal daerah untuk memperkuat pertimbangan
DFD RI dalam pembahasan RUU APBN yang berkeadilan
dan pro-daersh
Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan unfuk legislast
Pertimbangan atas RUU APBN ini adalah ulouran lualitas
aspirasi arakat dan dacreh yang dihimpun
Puskadaran usus untuk mendukung penjusunan
pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN, dengan folous
pada kepentingan daerah dalam alokasi anggaran negara
Formula IKK Kij: Nilai Tertimbang Aspirasi
Masyarakat untuk Legislasi Pertimbangan atas RUU
APBEN
Formula Utama
Kiap = (AHas + AHas + AHar) » (ABas/100)
Breakdown Homponen Formula
a. AHjs; - Penpolahan Data Aspirasi
AHss = (40, jila = "Ada” dan 0, jika # "Ada”)
Indﬂmtpr Terlaksananya pengolahan data aspirasi
Sistem Peailaian: Binary (Ada/Tidak Ada)
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Nilai: 40 jila Ad4, O jika Tidak Ada

b.  AHss - Kajlan Hubungan Pusat-Daerah
AMas = 40, jika = "Ada” dan 0, jika = "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajian terkait
dengan hubungan pusat dan dacrah serta

w otonomi daerah
Penilaian: Binary (Ada,/Tidak Ada)

Nilai: 40 jilea Ada, O jika Tidak Ada
c.  AHsir - Stakeholder Engagement
AHyr = {20, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya stakeholder engagement
Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidalk Ada)
Nilai: 20 jika Ada, O jika Tidak Ada
d. ABjz4 - Bobot Tahunan
AB3s = Bobot Nilai [KK per Tahun:
Tahun 2025=0,1
Tahun 2026 = 0,2 (prediksi berdasarlan pola)
Tahun 2027 = 0,3 [prediksi berdasarkan pala]
Tahun 2028 = 0,4 (predilesi berdasarkan pala|
Tahun 2029 = 0,5 (predilesi berdasarkan polal
Tahunan
Milad

lhﬂlHﬂdEEhc&ujﬂ

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang analisa hajian sesuai standar yang
ditetapkan uutukhﬂshﬂl Pertimbangan atas RUU APBN

Sasaran
Stratepis
Sasaran
Program
Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Definiai

Formula

Meningkamya kualitas legislasi

Meningkainya lualitas Pertimbangan atas RUU
mengsnai APBN
Meningkatnya Iualitas dultungan bahon dan leeahlion
pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU
lainnya sesuai standar
Niloi tegtimbang cnalisa kgjion sesuai stondar yang
d:tempkﬂn uniuk legislasi Pertimbangan atas EUU APEN
ini bertujuan menghasilkan analisis mendalam terhadap
aspek fiskal dan anggaran untuk memperkuat kualitas
pertimbangan DPD RI dalam pembahasan RUU APEN
Nilai tertimbang analisa kafian sesual sfandar yang
ditetapkan untuk legislasi Perfimbangan atas RUU APEN
ini adalah Ullaran kualitas hasil analisis kajian yang
dilaktulan Biro Persidangan Il sebagai dasar penyusunan
pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN, dengan fokus
pada aspek teknis dan dampalk fiskal terhadap daerah
Formuli PRK K1321: Nilai Tertimbang Analisa Kajlan
untuk Pertimbangan RUU APBN
Formula Utama
Kaan = (AHaa + AHue + AHus # AHag + AHey + AHag + AHag) *
(ABag/ 100)
Ereakdown Homponen Formula
a. AHi - Hajian REP
AHus = {10, jika = "Ada" dan 0, jilea # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengizajian FEP (Rencana
Kerja Pemerintah)
b, AHu - Hajlan HEM-PPEF
AHaq = {10, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada"
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3%

Indikator: T&!ﬁkmnan;r,'n pengkajian KEM-PPKF
(Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal)

e, AHgss - Kajlan RUT APEN
AHys = {10, jikea = "Ads" dan 0, jika # "Ada"}
Indilkator: Terlaksananya pengkajian RUU APEN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

d. AHs - Hajian RPIJMN
AHqg = {10, jika = "Ada” dan 0, jika = "Ada"}
Indikator: Terlaksanmanya pengkajian RPJIMN
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional)

e. AHur - Hajian RPJPN
AHegr= {10, jilea = "Ada" dan 0, jilea # "Ada"}
Indikater: Terlaksananya pengkajian RPJFN
(Rencana Pembangunan Janglks Panjang Nasional)

f.  AH. - Eajian APBN-P
AHs = {10, jika = *Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajilan APEN-F
(Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara
Perubahan)

E. AHy - Finalisasi oleh Anggota DPD
AHug = {40, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya finalisasi perumusan
kajian oleh Anggota DFD RI

h. ABy; - Bobot Tahunan
ABsz = Bobat Nilai TKK per Tahun!
Tahun 2025 =0,1
Tahun 2026 = 0,2
Tahyn 2027 = 0,3
Tahun 2028 = 0,4
Tahun 2029 = 0,5

: Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon IT

Eombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untuk legislasi
Pemmhmgan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

Sosaran
Strategis
Sasaran
Program
Sagaran
Kegiatan

Twuan

Definisi

Meningiainya kl.m.htas legislasi

Menmg]mtnyn kualitas Pertimbangan atas RUU
mengenai Pajek, Pendidikan dan Agama

Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian
pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan
Agama

Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan doerah yang
terhimpun sesual standar yang ditetapkan untuk legislasi
Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ini
bertujuan mengumpulkan dan mengenalisis aspirasi
daerah terlmit kebjjakan pajek, pendidilkan, dan agama
untuk mendukung pertimbangan DPFD EI vang berbasis
kepentingan daerah

Nilai tertimbang aspirasi masyarakal dan daerah yang
terhimpun sesudl standar yang ditetapkan untuk Iegmf.us:
Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ini
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Formula

Periode
Satuan
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Data

Jenis
Perhimingan
Sumber
Data
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yang dihimpun Puskadaran untuk mendukung
penyusunan pertimbangan DPD Rl terhadap RUU bidang
pajek, pendidiken, dan agama yang berdampak pada
kepentingan daerah

: Formula IHK K1411: Nilai Tertimbang Aspirasi untuk

Formula Utama

Kyann = (AHsp + AHap + AHg) = (ABag/100)

Breakdown Komponen Formula

&.  AHgp- Pengolahan Data Aspirasi
AHzo = {40, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengolahan data aspirasi
Sistem Penilalan: Binary (Ada/Tidak Ada)
Nilad Maksimuam: 40 poin

b, AHup - Kajian Hubungan Pusat-Daerah
AHqsp = {40, jilea = "Ada" dan 0, jika » "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajion terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi dacrah
Sistem Penllalan: Binary (Ada/Tidak Ada)
Nilai Maksimum: 40 poin

2. AHy - Stakeholder Engagement
AHq = {20, jika = "Ada" dan 0, jilkea = "Ada"}
Indikator: Terlaksananya stakeholder engagement
Sistem Penilaian: Binary {Ada,/Tidak Ada)
Nilai Maksimum: 20 poin

d. ABas - Bobot Tahunan
ABjyg = Bobot Nilai [KK per Tahun:
Tahun 2025 =0,1
Tahun 2026 =02
Tahun 2027 = 0.3
Tahun 2028 = 0,4
Tahun 2029 =05

¢ Tahunan

Nilai
Unit Kerja Esglon 11

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang
ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,
Pendidikan dan Agama

Sasaran
Strategis

Sasaran
Program

Rasaran

Kegiatan

Tujuan

Definisi

Meningkatnya kualitas legislasi

Meningkatnya kualitas Pertimbengan atas RUU
mengenal Pajak, Pendidikan dan Agama

Meningkatnya kuasltas dulungan bahan dan keahlian
pertiimbangan atas RUU mengenai Pajalk, Pendidikan dan
Agama .- -

Nilai tertimbang cnalisa kgjian sesuai standar yang
ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,
Pendidikan dan Agama ini bertujuan untuk menyediakan
analisis Lkomprehensif terhadap kebijaltan pajak,
pendidikan, dan agama untuk mendulung pertimbangan
DPD RI yang berkualitas dan berbasis bult

Nilai tertimbang analisa kgfian sesual stondar yang
ditetaplkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,
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Pendidikan dar Agama ini adalah ukuran kualitas haail
analisis kajlan untuk mendukung penyusunan
pertimbangan DPD RI terhadep RUU bidang pajak,
pendidikan, dan agama, dengan —menggunakan
pendekatan multidisipliner

Formula : Formula IHK K Nilai Tertimbang Analisa Hajian
untuk RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
Formula Utama
Kiam = (AHs1 + AHga + AHes) % (ABgs/ 100}
Ernl:qpq.rln Komponen Formula
a. AHz - Hajilan Hultum  Nasional dan

Hetatanegarman
AHgs = {20, jika = "Ada" dan 0, jika » “"Ada"}
Indikafor: Terlaksananya pengkajian sesuai usulan
tentang gambaran hukum  nasional dan
keetatamegaraan
Nilai : 20 = Jika lkajian bukum nasional dan
ketatanegaraan terlalesana
Nilii : 0 = Jika kajian hukum mnaslonal dan
ketatanegaraan tidak terlalrsana
b. AHgs - Analisis RIA dan ROCCIPI
AHgz = {20, jilea = "Ada" dan 0, jilea = "Ada")
Indikator: Terlaksananya analisis Regulatory
Impact Analysis [RIA] dan Rule, Oppeortunity,
Capacity, Communication, Interest, Process, and
1aeology (ROCCIPI)
20 = Jilgs analisis RIA dan ROCCIP] terlaksana
0= enalisis RIA dan ROCCIFI tidak terlaksana
c. Afga- i oleh Tim Perumus
AHzy = {60, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada”}
Indikator: Terlalrsananya finalisasi cleh Tim
Perumnuis
Nilai:
60 = Jika finalisasi cleh Tim Perumus terlaksana
0 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus tidak
terlaksana
4. ABS0 - Bobot Tahunan
d. ABsp= Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 =0,1
Tahun 2026 = 0,2
Tahun 2027 = 0,3
Tahun 2028 = 0,4
Takfin 2029 = 0,5

Periede : Tehunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon I

Data

Jenis :  Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan

Sumber

Data

IKK Nilal tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan
atas pelalksanaasn Undang-Undang

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan
Strategis UU dan peraturan perundeng-undangan lamnnya
Sasaran 3 Mcﬂnﬁ;ﬁmﬁ'w atas pelaksanaan UU

Program
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Sasaran
Kegiatan

Definisi

Farmula

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenia
Perhitungan
Sumber
Data

IKK Nilai
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H:ningiﬁ&mya lrualitas dukungan bahan dan keahlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanasn UU sesuai

ASMASDA

Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan dasrah yang
tﬂﬁﬁnmm sesual  standar yang ditetapkan untuk
atas pelaksanaan Undang-Undang ini
I:Erm;um untuk menghimpun dan menganalisis aspirasi
masyaraltat dan dasrah sebagal bzhen pengawasan
efelctivitaes  implementasi undeng-undang di  tingkat
dasrah
Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk
pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini
adalah uluran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah
yvang dihimpun Puskadaran untuk mendukung fungsi
pengawasan DPD Rl terhadap pelaksanaan undang-
undang, terutama yvang berkaitan dengan otonomi
daerah din hubungan puset-daerah
Formula IKK Hay,: Nilai  Tertimbang Aspirasi
Masyaralmt dan Dagrah  untulk Pengawasan
Pelaksansan UU
Formula Utama
Kz111 = [AHss + AHss) * (ABss/ 100)
Breakdown Komponen Formula
s  AHgs - Telaahan ASMASDA
AHge = {60, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada
Indikator: Terlaksananya penelaahan ASMASDA
{Aspirasl Masyvarakat dan Dacrah) atas pelaksanaan
ULJ tertentu
Deshripsi: Jumlah persentase bobot telashan
ASMASDA atas pelaksanasn Ul tertentu
b. A-Eu Penstapan Pricritas Pengawasan
= {40, jika = "Ada" dan 0, jilca # "Ada®}
l'.nd'ﬂm.tur* Terlaksananya penetapan priorias
pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU

Deskripsi: Jumlah persentase penetapan prioritas
pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU
tertentn
c. ABss - Bobot Tahunan
ABgs= Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2035 =0,1
Tahun 2026 = 0,2
Tahun 2027 = 0.3
Tahun 2028 = 0,4
Tahun 202% = 0,5
Tahunan
Nilai
Unit Kerja Eselon II

Kombihasi persentase dan binary

tertimbang wji petik sesuai standar untuk

Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

Sazaran
Strategis
Sasaran
Program

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan

UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Meningkatnye Pengawasan atas pelaksanaan UU
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Sasaran . Mehinglcatnya kuafitds dulkungan bahan dan keahlian

Kegiatan untuk haeil pengawasan atas pelaksansan UU sesuai
. ABMASDA

Tujuan : Nilai tertimbang wii petik sesual standar untuk

pengawasan atas pelaksanoan  Undang-Undang
bertujuan untuk melaksanaksn uji petilt yang objelctif
dan sigternatis  untuk mengevaluasi  efsltivitas
implernentasi undang-undang di lapangan
Definisi t Nilai  tertimbang uwfi petik sesual standar untuk
pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini
adalah ulkuran kualites pelaksanaan sampling dan
verifikasi  lapangan untuk menguji  efektivitas
implementasi undang-undang di daerah sebagai bagien
dari flungsi pengawasan DPD RI

Formula : Formula IKK Kgi2:: Nilai Tertimbang Uji Petik untuk
Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang
Formula Utama
Kaya1 = (AHgs + AHso + AHso) * (ABse/100)
E:unkdnu&';‘linmpnnan Formula
a. - Peninjanan Lapangan
Ai—lsa {60, jilza = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
In stor: Terlaksananya peninjauan lapangan
Ba - 60% dari total komponen
alan: Binary (Ada/Tidak Ada]
b. AHs - Pembahasan melalui FGD
AHg = {20, jilea = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indilstor: Terlaksananya pembahasan melalui
FGD {Fﬂ-l::uﬂ Group Discussion) dan forum lainnya
Bobat: 20% dari total koemponen
I Hnn.’ﬂs i Hasil Pm:,ﬁmmzl e
. AHg - as n
AH..—,; {20, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
: Terlaksananya perumusan fnalisasi
haa:l ;_mwg;avmann lapangan
Bobot: 20% dari total kempeonen
Penilalan: Binary {Ada/Tidek Ada)
d, ABegr - Bobot Tahunan
ABgy = Bobot Nilai [KK per Tahun:
Tahun 2025=10,1
Tahun 2026 = 0,2
Tafiin 2027 = 0,3
Tehun 2028=04
Tahun 2029 =05
Periode : Tehunan
Satuan i Nilai
Penpumpul : Unit Kerja Eselon I1
Data
Jenis : Kombinagi persentase dan binary
Perhitungan
Sumber
Data

IKK Nilai tertimbang mgsukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI
serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR, masukan atas perubahan kebijaltan Pemerintah
sesuai standar m;&ﬂaﬁhﬁm untuk Pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang

Sasaran i Meninglkatnya lualitas pengawgaian

Strategis UU dan peraturan perundang-usgangan lainnya
Sasaran :  Meningkatnya Pengawasan atas pelgice
Program
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Sasaran
Kegpiatan

Tujuan

Definisi

Formula

Periode
satuisn
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data

as-

Meningkatnya kudliias dultungan bahan dan keshlian
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai
ASMASDA
Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DFD RI
serta pandangan dan pendapat atas RUL Usul Pemeriniah
atau DPR,. masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
sesual standar yang difetapkan untuk Pengawasan alas
pelaksanaan Undang-Undang bertujuan menghasillan
masukan kebijakan yeng konstrukif berdasarkan hasil
pENZaWaSan untuls perbaikan regulasi dan
implementasinya
Nilgi tertimbang masukan terhadap RUV Inisiatif DPD Rl
serta pandangan dan pendapat ates RUU Usul Pemerintah
aiau DPR, masukan atas pamba!‘muhabyﬂ.kan Pemerintah
sesuai stdndar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang ini adalah ukuran kualitas
kontribusi substantif dalam benmak masiukan terhadap
RUU inimiatif DPD, pandangan atas RUU dari institusi
lain, dan rr:l-mmendnm perubahan kebijakan Pemerintah
berdasarian hasil pengawasan pelaksanaan UU
Formula IKK EKgz: Nilal Tertimbang Masukan
Perubahan Kebijakan untuk Pengawasan UU
Formula Utama
Kaziaz = AHag * (ABs1/100)
Breakdown Komponen Formula
a. AHg - Indikator Heterlaksanaan

AHgg = {100, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}

Indikator yang Dinilai :
1) Terlaksenanya usulan perubghan kebijakan
dalam bentule:

© = Peraturan Pemerintah (FF}
- Peraturan Menteri
- Standar Operasional Prosedur {SOP)
- Petunjuk Pelaksanaan
- Petunjuk Teknis
Usulan perubahan RUU
2) Hnt:na Penilaian:
- Nilai 100: Jika legiatan usulan
- Nilai 0: Jilea kegiaten usulan perubahan
kebijakan tidak terlaksana
b. ABs - Bobot Tahunan
ABs = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tehun 2025 = 1,1
Tahun 2026 =22
Tahun 2027 = 3,3
Tahun 2028 = 3.4
Tahun 2029 = 3,5

¢ Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon Il

Kombinagsi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang kegilatan sosialisasi, dialog dan FGD
hasil produk hulkum DPD RI

Sasaramn
Strategis

Meningkatnya kualitas pengawasen atas pelaksanaan
UU dan peraturan perundang-undangan lainnya




2.1.2.4

Sasaran

Frogram
Sasaran

Kegiatan

Tujuen

Definisi

Farmula

Perinde
Hatuan

Pengumpul

Drata
Jenis

Perhimngan

Sumber
Data
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lﬁﬂ‘:mnglmtrwa Pﬂzﬁﬁram atas pelaksanaan UU

Meningkatnya kualitas dulungan bahan dan keahlan
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai

ASMASDA

Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi dialog dan FGD hasil

I produk hukum DFD R bernuu.nn meningkatican

pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap
produk hulum DPD RI melalui kegiatan sosialisasi,

dialog, dan FGD vang efeldtif

Nilai tertimbang kegiaian sosialisasi, dialog dan FGD hasil

r produk hulum DFD RI ini adalah ukuran ecfektivitas

kegiaten sosialisasi, dialeg publik, dan Focus Group
Discussion (FGD) yang diselenggarakan Biro Selaetariat
Pimpinan unmk memasyarakatikan dan mengedukasi
produk hukum yang dihasilban DPD Rl kepada
masyarakat dan stalkeholder

: Formula IKK K2123: Nilai Tertimbang Kegiatan

Sosialisasi, Dialog dan FGD Hasil Produk Hukum DPD
RI

Formula Utamia

Kaizs = AHgs * [ABgs/ 100)

Breakdown Eomponon Formula

a. AHg - Perumusan Hasll Sosialisasi
AHgs = {100, jika = “Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Indileator: Terlaksamanya perumusan hasil atas
pelaksanasn sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk
hulkum DPD
Sistemn Pendlaian:
1) Nilai X0D = Jika kegiatan sesialisasi, dialog, dan

TG0 terlaksana

2) Kilal O = .Jika kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD

b. ABe- Baber Tahon

ABgy = Babet Nilal IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 1,0
Tahun 2026 = 2,0
Tahhum 2027 = 3,0
Tahun 2028 = 4.0
Tahun 2029 = 5,0

: Tahunan

Milai
Unit Kerja Eselon [1

Kombinasi persentase dan binary

IKK Indeks reformasi hukum

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program
Sasaran
Kepgiatan

Tujuan

: Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU

dan peraturan perundang-undangan lainnya

: Meningkatnya Peugawanan atas pelaksanaan UU
- th*:gl::aﬁ:nya lualitas dukungan bahan dan keahlian

untuk hasil pengawasan atas pelaksanasn UU sesoai
ASMASDA

:  Indeks Reformasi Huleum bertujuan mendorong reformasi

sistem hu.lmm wmnai melalui identifilkasi, pemetaan,

terhadap regulasi yang perlu
i, atan dideregulasi




2.1.2.5

Definisi

Farmula

Pernode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Ferhitungan
Sumber
Data
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: Indeks Reformasi Hilldim ini adalah Ukuran komprehensit

yang menggambarkan tingkat kemajuan reformast
huloam yang dicapai melelui kontribusi DPD RI dalam
proses legislasi, pengawasan, dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan, yang diukur menggunakan
indikator-indikator reformasi hulum vang telah
ditetaplean

: Formula IHK Hay:4: Indels Reformasi Hukum

Formula Utama

Ka13¢ = AHss * (ABes/ 100]
Breakdown Komponen Fermula
a. AHgg- I{umpuna-n Penilaian

AHggs = {100, Jjika = "Memenuhi Target' dan 0, jika »

"Tidak Memenuhi Target™

Sistem Penilaian:

1} Nilal 100 = Jika identifikesi dan pemetaan
regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan
penguatan sistern nasional terlaksana

2) Nilai O = Jika identifikasi dan pemetaan regulasi,
reregitlasi dan deregulasi aturan dan penguatan
sistem nasional tidak terlaksana

ABss - Bobot Tahunan

b. AB:s = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 =0,1

Tahun 2026 =0,2

Tahun 2027 =03

Tahun 2028 = 0,4

Tahusi2028 = 0,5

v Tahunan
: Wilai
¢ Unit Kerja Eselon II

: Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimb pﬂngaluiaan kerumahtanggaan dan
kerjasama pnﬂﬂnen RI

Sasaran
Strategis
Sasaran

Program

Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Defirusi

Formula

L

Meningkatnya kualitazs psngawasan atas pelaksanasn
UL dan peraturan perundang-undangan lainnya
Meningkatnya Pengawasan atas pelaksanaan UU

Meningkiftnye lualites dulcangan bahan dan keahlion

untulk hasil pengawasan atas pelaksansan UU sesual
ASMASDA

Nilat tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan
kerjasama parlemen DPD RI bertujuen mengelola
kerumahtanggasan dan kerjasama parlemen secara efektif
untuk menduloung pelaksanaan fungsi DFD Rl dan
memperkuat habungan antar-parlemen

Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggoan dan
kerjasama pariemen DFD Rl ini adalah ukuran kualitas
pengelolaan administrasi internal, akuntabilitas publik,
peleksanaan kode etik dan tata beracara dan
pelaksanaan kerjasama dengan lembaga parlemen lain,
baik di Urgkat nasional maupun internasicnal untul
menduloing fungsi kelembagaan

Formula KK Kijzs: Nilal Tertimbang Pengelolaan
Ke i dan Herjasama Parlemen DPD RI
Formula Utaima
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2.2.1.1

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data
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Kaias = AHss » (ABsy/100)
Breakdown Eomponen Formula
8. AHss - Persentase Bobot Peromusan Hasil
AHgg = {100, jika = “Ada" dan 0, jika # "Ada")
SBistemm Penilaian;
1) Hilai 100 = Jika perumusan hasil atas
pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjesama
DFD Fl terlaksana
2) 0 = Jila perumusan hasil atas pengelolaan
kerumahtanggaan dan kerjasama parlernen DFD
RI tidak terlaksana
b. ABgs - Bobot Tahunan

ABgr = Bobot Nilai [KK per Tahun:
Tahun 2025 =1
Tahun 2026 - 2
Tahun 2027 =3
Tahun 2028 =4
Tahun 2029 =5
Tahunan
Nila:
Unit Kerja Eselon I

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuls pemantauan
dan peninjauan

: Meninglminya lualitas pengawasan atas pelaltsanaan UU

Sasaran
Strategs
Sassran

Program

Sdasaran
Heglatan

Tujaan

Defimisl

Formula

dan perafuran perundang-undangan lainnya

: Meningkatnya lkualitas Tindal lanjut atas hasil

pemantavan dan peninjsuan terhadap pelalsanaan UU
sesual aspirasl masyarakat

: Meningkatnya kualitas dulungan bahan dan keahlian

untuk tindak lanjut hasil an dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UL sesuai ASMASDA

: Miai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang

feriimpun  sesual standar yang ditetapkan unfuk
pemantdilan dan peninjouan bertujuan Menghimpun
aspirasi masyarakat dan daerah secara sistematis untulk
mendulaing fungsi pemantawan dan peninjauan
implementasi undang-undang

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang

-

terfimpun sesual standar yang ditetapkan unfuk
pemaniauan dan peninjouan ini adalah ukuran kualitas
aspirasi masyarakat dan daerah vang dihimpun
Puskadaran sebagai bahan untuk kegiatan pemantauan
dan peninjauan (monitering and review) terhadap
efelitivitas pelaksanaan undang-undang di daersh
Formula IHK K Nilai Tertimbang Aspirasi
Masyaralit untul Pemantauan dan Peninjauan UU
Formula Utama
Kaa1 = (AHqyp + AH7) = (ABsg/ 100]
Breakdown Komponen Fermula
a. AHpy -~ Telaghan ASMASDA

AHm = {EEI jika = "Ada" dan O, jiica # "Ada”}

Sistem Penilaian:

1) Nilad 60 = Jika telashan asmasda atas

palaksanaan UL tertentu terlaksana



2.2.2.1

Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data
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2) Nilat 0 = Jiléa telaghan asmasda atas pelaksanaan

UU tertentu tidak terlaksana
b. AHy; - Penetapan Prioritas Pengawasan

AHy = {40, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada")

1) Nilai 40 = Jika penstapan prioritas pengawasan
atas asmasda pelakssnsan UU  tertentu
terlaksana

) Nilai 0 = Jika penetapan prioritas pengawasan
atas asmasda pelaksanaan UU tertentu tidak
terlaksana

c. ABsp - Bobot Tahunan

ABgq = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 =0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahumi2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0.4

Tahun 2029 = 0 5

¢ Nilai
: Unit Kerja Eselon II

: Kombinas! persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang masulkan terhadap RUU Inisiatif sesuai

standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan
atas pelaksanaan UU

Sasaran
Strategis
Sasaran

Program

Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Defimist

Formula -

Meningkainya lkualitas pengawsssn atas pelalesanasn
ULl dan peraturan perundang-undangan lainnya
Meninglédtnya lualitas Tindak lanjut atas hasil
pemantauan dan peninjauan terhadep pelaksanaan UU
scsual espirasi masyarakat
Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjagan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Nilai tertimbang masukan terhadap RUU nisialif sesuai
standar yang ditefapkan wuniuk pemantauan dan
peninjauan  atas  pelaksanaan UU  bertujuan
menghasilltan masukan vyang berkualitas untuk
pengembangan RUU Inisiatif DPD RI berdagarkan hagil
pemantauan dan peninjanan implementas] undang-
undang
Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesual
standar pyang ditetapkan uniuk pemanfauan dan
peninjavan atas pelaksanoagn UU ini adalah ukuran
kualitas . kontribusi Bire Persidangan | dalam
memberikan masukan terhadap RUU  inisiatif
berdaserkan hasil pemantauan dan peninjauan
pelaksanaan undeng-undang yvang telah ada
Formula IHH Kaa: Nilai Tertimbang Masulan
terhadap RUU Inisiatif wnitnk Pemantanan dan
Peninjauan Pelaksanaan UU
Formula Utama
Eagn = [AHys + AHm) = (ABga/ 100)
Breakdown Komponen Formula
a. AHjys - Usulan RUU Inisiatif Berdasarkan ASMASDA

AHz = {60, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada"}

Sistem Penilalan:

1) Nilai 60 = Jika usulan RUU Inisiatif sesuai dengan

hasil ASMASDA terlaksana
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Periode
Satuan
Pengumpul
Datsa

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data
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2) Milai 0 - Jika usulan RUU Inisiatif sesuai dengan
hasil ASMASDA tidak terlaksana
o. AHye - Penetapan RUU Inisiatif DPD
AHzs = {40, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada")
Ell-tq Penilaian:
1) Nilai 40 = Jikta Penctapan RUU Inisiatif DPD
terlaksana
2) Nilai 0 = Jika Penetapan RUU Inisiatif DPD tidal
terlaksana
¢. ABy; - Bohot Tahunan
AByy = Bebot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 0,2
Tahun 2026 = 0,4
Tahun 2027 = 0.6
Tahun 2028 = 0.8
Tahun 2029 = 1,0

: Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon [T

Kumhmﬂm persentzse dan binary

IKK Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas

pelaksanaan UU, dampak vang ditimbullean serta

kemanfaatannya

Sasaran ¢ Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan

Strategis UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran Meningkatnya Lkualitas Tindalk lanjut atas hasil

Program pemantauen dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU
sesual aspirasi masvaralkat

Sasaran Meninglatnya kualitas dulingan bahan dan keahlian

Kegiatan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan

. tE?'h:E.dap pelaksanaan ULY sesuai ASMASDA

Tujuan Nilei ze;;imqhng parameter pengukuran  efektifitas
peloksanaan UU, dampak yang ditimbulkan seria
kemanfaatannya bertujuan Mengembangkan dan
menerapkan parameter pengulkuran yang valid unmik
mengevaluasi  efektivitas, dampak, dan manfaat

_ implementasi undang-undang

Definisi Nlgl  tertimbang paremeter pengukuran efektifitos
pelaksanaan UU, dampak yang difimbulkan seria
kema.nfgatamiyn ini adalah Ukuran kualites instrumen
evaluasi untuk mengulur tingkat efeltivitas, dampal,
dan manfaat dari pelaksanaan undang-undang,
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah

Formula Formula IKE Kaugs: Nilai Tertimbang Parameter

Pengulmuran Efeletivitas Pelaksanaan UU
Formula Utama
Kaaze = (AHrs + AHw| * (ABrs,/100]
Breakdown Komponen Formula
a, AHys.r Hajian Dampak Pelaksanaan UU
AHzg = {40, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada"}
Sistem Penillajan:
1) Nilai 40 = Jika pengksjian dampak atas
pelaksanaan UL terlaksana
2) Nilai 0 = Jika pengksjian dempak atas
pelaksanaan ULl tidak terlaksana
AHyy - Perumusan Usulan Perubahan ROU
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Periode
Sanian
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitingan
Sumber
Data
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b. AHq = {60, jika ® "Ada" dan 0, jika » "Ada")
Sistem Penilaian:
1) Rilai 60 = Jika perumusan usulan perubahan
RUU Inisiatif DPD terlaksana
2] Nilai 0 = Jika perumusan usulan perubahan RUL
Inisatif DPD tidak terlalsana
€. ABrs; = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 0,1
Tahun 2026 = 0,2
Tahun 2027 = 0.3
Tahun 2028 = 0.4
Tahut 2029 = 0,5
Tahunan
Milai
Unit Kerja Eselon 11

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah vang
terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan
hasil pemantavan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Sasaras
Strategis
Sasaran

Program

Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Definisi

Formula

N

h‘- AH';: -Ihm;] T 23]

+  Meningkatnya loualitas pengawasan atas pelaksanaan Ul

dan peraturan perundang-umdangan lainnya

+ Meningkatnya Joualitas Tindal: lanjut hasil pemantanan

dan evalifasi atas Ranperds dan Perda sesusi aspirasi
masyaralat

: Meninglkatnya kualitas dultungan bahan dan keahlian

untuk tindalk lanjut hasil pecmantauan dan evaluasi atas
Ranperda dan Perda sesuai ABMASDA

i Nilal tertimbang aspirusi masyarakat dan dasrah yang

terhimprun  sesual  standar yang ditetapkan untuk
penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda
dan FPerda bertujuan Menghimpun aspiresi untuk
mendukung pemantavan dan evaluasi Rancangan Perda
dan Perda guna memastikan lkesesusiannya dengan
an daerah dan peraturan yang lebih tinggi
Nilai fertim aspirasi masyarakat dan daerah yang
terhimpun sSesuai standar yang ditetapkan  untuk
penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda
dan Perda ini adalah ukuran lkualitas aspirasi
masyarakat dan daerah yang dihimpun sebagai bahan
penyusunan laporan hasil pemantsuan dan evaliasi
terhadap Rancangan Peraturan Daersh (Ranperda) dan
Peraturan Daerah {Perda)

: Formula IEK Hssa: Nilal Tertimbang Aspirasi untulk

Monitaring dan Evaluasi Ranperda dan Perda
Formula Utama

Kaan = [AHm + AHgg + AHg) = {AB2s/100)
Breakdown Kompenen Formula

. AHps - Penghkajlan Tim Pendulung
AHz = {30, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada'}
SBistem Penilaian:
1) Nilai 30 = Jilga pengleajian tim penduleung

2) Nilai 0 = Jilta penglajian tim pendultung tidak
terlaksana

mﬁﬁﬂ; ﬁka g _---




Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data
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Sistem Penilaiifi:
1) Nilai 30 = Jika pembshasan hasil pemantanan
dan evaluasi Ranperda dan Perda terlaksana
2) Nilai D = Jika pembahasan hasil pemantavan dan
evaluasi Ranperda dan Perds tidak terlalesana
c. AHs; - Peromusan Hasil
AHy = {40, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada’}
Sistem Penilaian;
1) Nilal 40 = Jika perumusan hasil pemantauan dan
evaluasi Ranperda dan Perda terlaksana
2) Nilai 0 = Jika perumusan hasil pemantavan dan
evaluasi Ranperda dan Perda tidale terlaksana
d. ABys - Boabot Tahunan
ABre = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 0,2
Tahun 2026 = 0,4
Tahun 2027 = 0,6
T 2028 = 0,8
TahuA'2029 = 1,0

: Tahunan
¢ Nilai
¢ Unit Kerja Eselon II

: Kombinasi persentase dan binary

2.3.2,1 IEE Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan

kebijakan ses

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program

Sasaran
Kegiatan

Tujuan

Definisi

Formula

uai standar yang ditetapkan
Ul'-lm'l.'r.nglmm;rau i kualitas pengawasan atas pelaksanaan
dan peraturan mmdangnundmganiﬂinuya
Meningkatnya kuafitas Tindak lanjut hasil pemantauan
dan evalyasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi
MASYAr L
Meningkatnya lualitas dulungan bahan dan keahlian
untulk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas
Enperda. dan Perda sesuai ASMASDA
ai  tertimbang masukan  untuk penyempumaar
kebijakan sesuai standar yang ditetapkan bertujuan
memberikan masukan Lkonstruletf untuk
penyempumnaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah berdasarkan evaluasi implementasi dan aspirasi

Nilai fertimbang masukan untuk rmac
kebijakan sesuai standar yang dﬂampﬁyﬂiﬂpu adalah
ukuran lmalitas rekomendasi perbaikan leebijakan yang
dirumuskan berdasarkan hasi] pengawasan dan
evaluasi, yang ditujukan kepada Pemerintah dan
Pemerintah Dacrah untul penyémpurnaan implementasi

Formula IKK Kgsg;: Nilai Tertimbang Masnltan untuk
Fenyempurnaan Kebilakan
Formula Utama "
Kaan = [AHas + AHg,) = (ABsa/100)
Ereakdoun Komponen Formula
8. AHss - Hajlan Fenyempurnaan Kebijakan
AHups = (40, jikka = "Ada" 4 0, i u
Sistem Penilaian: SR M)

1) Wilai 40 = Jika ksjian ”
" . PEnyempurmnasn kebijakan

;
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Jenis
Perhitungan
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2) Nilai 0 = Jilt kejian penyempurnasn kebijaken
tidak terlaksana
b. AHs - Perumusan Penyempurnaan Kebijakan
AHge = {50, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada")
Sistem Penilaian:
1) Nilai 60 = Jilea perumusan penyempurnaan
leebijalcan terlalcsana
2) Ni 0 = Jika perumusan penyempurnasn
kebijjaken tidak terlaksana
¢. ABwxg - Bobot Tahunan
ABg = Bobot Nilai [KK per Tahun:
Tabun 2025 =0,1
Tahun 2026 = 0,2
Tahun 2027 =0,3
Tahun 2028 = 0.4
Tahun 2029 =0.5

: Tahunan

Nilaa
Unit Kerja Eselon II

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai tertimbang masulan untule harmonizasi legislasi

pusat dan daerah

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program

Sasaran
Keglatan

Tujua.ﬁ

Definigi

Formula

+

Meningkatnya lualitas pengswasan atas pelaksanaan
UU dan pefaturan perundang-undangan lainnya
Meningkptnya kualitas Tindak lanjut hasil pemantauan
dan ewghussi atas Ranperda dan Perda sesuei aspirasi
m
Meningleatnya lualitas duloungan bahan dan leeahlian
untuk tindak lanjut hasil pemantauean dan evaluasi atas
Ranperda dan Perda sesual ASMASDA
Nilai tertimbang masukan uniuk harmonisasi legislasi
pusat dan daerah bertujuen mendorong harmonisasi dan
sinkronisasi legislasi antara tinghkat pusat dan dasrah
untuk menciptakan sistem hulaim yang konsisten dan
efeltif
Nilai tertimbang masukan unfuk harmonisasi legislesi
pusat dan daerahini adalah ulkmran kualitas kontribusi
dalam memberikan masukan untuk menciptalean
keselaragsan dan lkonsistensi antara peraturan
perundang-undangan tingkat pusat dan deerah guna
menghindari tumpanyg tindih dan konflik norma
Formula IKK Kgagg: Nilal Tertimbang Masukan untuk
Harmonisasi Legisiasi Pusat dan Daerah
Formula Utama
K322 = (AHse + AHay) * (ABss/ 100)
Breakdown Kemponen Formula
a. AHgps - Pengkajian Harmonisasi Legislasi

AHgs = (40, jika = "Ade" dan 0, jika # "Ada"}

Sistem Penilaian:

1) Wilai 40 = Jika pengkajian harmonisasi legislasi

pusat dan daerah terlaksana
2) Nilai 0 = Jika pengkajian harmontsasi logislasi
ptigat dan daerah tidak teslaksana

b. AHgs - Perumusan Masulan Harmonisasi

AHgr = {60, jika = "Ada" dan 0, jilza # "Ada’)

Bistem Pepilaian:
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1) Nilai 60 = Jila perumusan usulan masukan atas
hasil harmonisasi legislasi pusat dan daerzh
terlaksana

2} Nilai 0 = Jika perumusan usulan masukan atas
hasil harmonisasi legislasi pusat dan daerah tidak
terlaksana .

¢. ABgs- Bobot Tahunan

ABg; = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 =0.,5

: Tahunan
v Nilai <%
¢ Unit Kerja Eselon [1

Kombinasi persentase dan hinary

IKK Nilai r'.apadnn KRB pengelolaan organisasi
:  Terwujudnya tata kelola Dewan Perwaldlan Daerah vang

Sasaran

Strategis
Saszran

Program
Sasaran

Kegiatan
Tujuan

Definisi

Formula

efektif

Meningleatnya efektivitas sistem dan tata leelola internal
Sekretariat Jenderal DPD RI

: Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi

Nilal capaion RE pengelolaan organisasi bertujuan untuk
mengoptimalkan struktur dan fungsi organisasi DFD RI
melahii implementasi reformasi  birokrasi untuk
meninglkatkan efelttivitas kelembagaan
Nilai capaian BB pengelolaan organisasini adalah ulauran
pencapatan target reformasi birokrasi dalam aspek
penataan organisasi yang meliputi efisiensi struktur
organisasi, lesjelasan tupolsi, dan optimsalisssi fungsi
organisasi
Formula IKK Hsi;: Nilai Capalan REB Pengelolaan
Organisasl
Formula Utama
Ko = {AHs + AHw + AHo + AHe + AHn + AHw)
Brealedown Homponen Formula
a. AHw - Réencana Aksi P&mhﬂ.ﬂmn RB General
AHw = {20, jika = " i Target” dan 0, jika #
"Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilajan:
1) Nilsi 20 = Jika capaian target nilai RB Rencana
Alcai BB General terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilai & 2,45 dan/atau Nilai Indeis
2 2,45
Tahun 2026 = Nilai = 2,5 dan/atau Nilai Indeks =
49
Tahun 2027 = Nilai = 2,6 dan/atau Nilai Indeks =
2.6
Tabun 2028 = Nilai = 2,7 dan/atan Nilai Indeks 2
2.7
Tahun 2029 = Nilai = 2,8 dan/atan Nilai Indeks =
28
2] Nilai 0 = Jika capalan target nilai RB Rencana
Aksl RB General terpenuhi
b. AHs - Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB Gene

!ﬁ:E
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AHw = {20, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika #

‘Tidak Memenuhi Target}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Implementasi Rencana Aksi RE General terpenuhi
yaita :

Tahun 2025 = Nilai = 100 dan/atau Nilai Indeks
= 5,6

Tahun 2026 = Nilai = 105 dan/atau Nilsi Indeks
z 5,88

Tahun 2027 = Nilai 2 110 dan/atau Nilai Indeks
26,16

Tahun 2028 = Nilai = 115 dan/atau Nilai Indeks
= 6,44

Tehun 2029 = Nilai = 120 dan/atau Nilai Indeka
6,72

2) Ntiai O = Jika capaian target nilai RB Tingleat
Implementasi Rencana Aksi RBE General tdalk
terpenuhi

. AHs - Persentase Penyeoderbanaan Struktur Organis

AHg = {10, jika = "Memenuhi Target’ dan 0, jika #

“Tiddk Memenuhi Target”)

Sistem Penilaian:

1) Nilai 10 = Jika capaian target nilai BB Persentase
Penyederhanasn Struletur Organisasii terpenuhi
yaitu
Tahun 2025 = Nilai = B0 dan/atau Nilai Indeks =
1.6
Tahun 2026 = Nilai > 85 dan/atau Nilai Indeks =
1,7
Tahun 2027 = Nilai = 90 dan/atau Nilai Indeks =
1.8
Tahun 2028 = Nilai = 95 dan/atau Nilai Indeks =
1.9
Tahun 2029 = Nilai = 100 dan/atau Nilai Indeks
z2,0

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Persentase
Pgnyederhanaan Struktur Organisasi tidale
terpenuhi

. AHx - Tinglat Capaian Bistem EKerfa untuk

Penyederhanaan Birolorasi

AHo = {10, jikka = "Memenuhi Terget® dan 0, jika #

“Tidal Memenuhi Target’}

Sistem Penllalan:

1) Nilai 10 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan
Birokrasi terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai = 3 dan/atau Nilai Indeks =
1.2
Tahun 2026 = Nilai = 4 dan/atau Nilai [ndeks =
1.6
Tahun 2027 = Nilai = 4 dan/atau Nilai [ndeks =
1.6
Tahun 2028 = Nilai 2 35 dan/atau Nilai Indeks 2
20
Tahun 2029 = Nilai =z 5 dan /atau Nilai Indeks 2 2,0

2) Nilal 0 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Capaian Sistemn Kerja untuk Penyederhanaan

. AHw - Indeks Pelayanan Publik

AHwm = {10, jika = "Memenuhi Target® dan 0, jilea #

"Tidal Memenuhi Target’]
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Bistem Peailaiin®

1) Nilai 10 = Jika capaian target nilai R Indeks
Pelayanan Publik terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai = 4,4 dan/atan Nilai Indeks =
13
Tahun 2026 = Nilai 2 4,5 dan/atan Nilai Indeks =
1.4
Tahun 2027 = Nilai = 4,6 dan/atau Nilai Indeks =
1.4
Tahun 2028 = Nilai = 4,7 dan/atau Nilai Indeks =
14
Tahun 2029 = Nilai = 4,8 dan/atau Nilai Indeks 2
1.9

Z2) Nilai O = Jika capaian target nilai RE Indeks
Pelayanan Publik tidel terpenuhi

[. AH. - Indeks Kualitas Kehijakan

AHwu = {30, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jile =
"Tidalk Memenuhi Target"}
Bistem Penilaian:
1) Nilai 30 = Jika capaian target nilai RB Indeks
Kuelitas Kebijalan terpenuhi yaity :
Tahun 2025 = Nilai & 70 dan/atau Nilai Indeks =
1,05
Tahun 2026 = Nilai = 73 dan/atau Nilai Indeks =
1,095
Tabun 2027 = Nilai = 75 dan/atau Nilai Indeks =
1,125
Tﬁfﬂm 2028 = Nilai @ 77 dan/atan Nilai Indeks z

Tabhun 2029 = Nilai = 80 dan/atan Nilai Indeks =
1,2
2) Nilai 0 = Jika capaian terget nilai RB Indcks
Kualitas Kebijakan tidak terpenuhi
h. ABss - HNilai Indeks Capalan RB Pengelolaan
Organisasi
Target Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 20,14
Tahun 2025 = 21,08
Tahun 2025 & 21,66
Tahun 2025 = 22,64
Tahun 2025z 23,24
Tabhunan

Nilai
Unat Kerja Esslon Il

Kn-mhm.::;J persentase dan binary

Ilﬂiﬂﬂaieqamﬂpaugdnlmmrimmmnﬂn

Sasaran

Strategis
Sasaran

Program

Sasaran

Kegiatan
Tuman

: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang
efelktif

Meninglkatnya efektivitas sistern dan tata kelola internal
Sekretariat Jenderal DPD RI

: Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia

profesional

Nilai capaien RB pengelolaan sumber doya manusia
bertujuan untule mengembangltan dan mengelola
sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan
berintegritas untuk mendulkung pencapaian misi DFD Rl




Definis

Formula

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
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Diata
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Nilai capaian RB péfgelolaan sumber daya manusia ini
adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi
dalam aspek pengembangan SDM yang meliputi
peningkatan kompetensi, profesionabisme, dan kualitas
aperatur DPD KI
Formula IKK Kiiz¢ Nilai Capajan RB Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Formula Ttama
Kainn = (AHsa + AHu)
Breakdown Eomponen Fermula
a. AHo - Indeles Sistem Merit
AHse = (50, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika #
"Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RB Indeks Siste:
Merit terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilal = 350 dan/atau Nilai Indeks
=85
Tahun 2026 = Nilai 2 355 dan /atan Nilai Indeles
23,55
Tahun 2027 = Nilai = 360 dan/atan Nilai Indeks
z 3,6
Tahun 2028 = Nilai = 365 dan fatau Nilai Indeks
2 3,65
Tahun 2029 = Nilai = 370 dan fatau Nilai [ndeks
23,7
2} Hilai 0 = Jika capaian target nilai RE Indeks
Sistem Merit tidak terpenuhi
b. AHw» - Indeks BerAHHLAK
AHg = {50, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada"}
Sistem Penilaian:
1) Nilai 580 = Jika capaian target nilai RB Indeks
BerAKHLAK terpenuhi vaitu:
Tahun 2025 = Nilai = 72,17 dan/atau Nilai Indeks
x'2.89
Tahun 2026 = Nilai = 77 dan/atau Nilai Indeks
> 3,08
Tahun 2027 = Nilai = 77 dan/atau Nilai Indeks
= 3,08
Tahun 2028 = Nilai = 82 dan/atau Nilai Indeks
= 3,28
Tahun 2029 = Nilai =z 82 dan/atan Nilai Indeks
e 3,28
2) Wilai 0 = Jika capaian target nilai FB Indsks
¢. ABg - Nilgi Indeks Capaian RB Pengelolaan Sumber
Daya Manusia
Target Nilai [KK per Tahun:
Tahun 2025 = 6,30
Tahun 2026 2 6,63
Tahug 2027 = 6,68
Tahun 2028 = 6,93
Tahun 2029z 6,98
Tahunan
Nilai
Unit Kerja Eselon 1l

Kombinasi persentase dan binary
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3.1.1.3 IKK Nilai capaian RB pengelolaan kinerja

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program
Easaran
Hepiatan
Tujuen

Definisi

Formula

¢ Terwujudnys tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang

efaletif

Meningkainye efektivitas sistem dan tata kelola internal
Seleretaniat Jenderal DPD RI

: Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan

kinerja vang berkualitas

Nilcd copgian -RE pengelolaan kinerja bertujuan untulk
mencrapkan sistem pengelolaan kinerja yang akuntabel
dan transparan untuk meningkatkan produktivitas dan
kualitas layanan DPD RI

Nilai capaian RB pengelolacn kinerjaini adalah uluran
pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek
sistem mansjemen kinerja yang mebputi perencanaan,
menitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi

: Formula IHK Hs;s: Nilali Capalan RB Pengelolaan

Kinerja
Formula Utama
Ko = (AHw» + AHu
Breakdown Komponen Formula
a. AHs - Nilai 8istem Alruntabilitas Hinerja Instansi
Pemaorintah {E&E[Pi
AHw = {50, jika = "Memenuhi Target® dan 0, jika #
"Tidak Memenuhi Target")
Sistein Penilaian:
1] Wilad 50 = Jikka capaian target nilai BB Nilai SAKIP
terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilai = 70 dan/atau Nilai Indeks
= 2,80
Tabun 2026 = Nilai = 72 dan/atau Nilai Indeks
=288
Teahun 2027 = Nilai = 75 danfatau Nilai Indeks
= 3,00
Tahun 2028 = Nilai 2 77 dan/atau Nilai Indeks
=308
Tahun 2029 = Nilai = 81 dan/atan Nilai Indeks
23,24
2) Nilai 0 = Jiks capaian target nilai RE Nilai SAKIP
tidak terpenuhi
b. AHuw - Indelss Percncanaan Pembangunan Nasional

AHim L {50, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada"}
Bistem Penilajan:
1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RB [PEN

terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai = 100 dan/atau Nilai Indeks
= 2,00
Tahun 2026 = Nilai = 100 dan/atau Nilaj Indeks
z 2,00
Tabhun 2027 = Nilai @ 100 dan/atau Nilai [ndels
z 2,00
Tahun 2028 = Nilai =z 100 den/atau Nilai Indeks
22,00
Tahun 2029 = Nilai @ 100 dan/atau Nilai Indeks
2 2,00

2] Nilai O = Jika capaian target nilai RB IPPN tidak
terpenithi

c. ABARss: Nilai Capaian RE Pengelolaan Hinerja
Target Nilai IKK per Tahumn:

Tahun 2025 & 4,80
Tahun 2025 = 4,88
Tahun 2027 = 5,00
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-

Tahun 2028 = 5,08
Tahun 2029 = 5,24
Tahunan
Milai
Unit Kerja Eselon II

Kombinasi pereentage dan hinary

IKK Nilai capainn RE pengelolaan prioritas nasional

Sasaran

Strategia
Sasaran

Program
Sasaran

Kegiatan
Tujuan

Definisi

Formula

Terwujudnya tata kelola Dewan Perwalilan Daerah yang
efeletif

Meningké#nya efektivitas sistem dan tata kelola internal
Sekretariat Jenderal DPD RI
Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional

Nilai t:a.pmm RB pengelolaan prioritas nasional berfujuan
girte kan dan menyelaraskan program DFD RI
as nasional untuk mendukung pencapaian

ulkuran pencapaian target reformasi birolrasi dalam

aspek kontribusi DPD Rl terhadap agenda prioritas
nasional yang meliputi keselarmssan program dengan
prioritas pembengunen nasional

: Formula KK Hsne: Nilai Capaian RB Pengelolaan

Prioritas Nasional

Formula Utama

Ky = a3 -I'-II']1ﬂ]

Br ‘Hompenen Formuls

a. AH: - Capalan Prioritas Nasional

AHia = {50, jika = "Memenuhi Target® dan 0, jika #

"Tidak Memenuhi Target'}

Bistemn Penilaian:

1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai KB Capaian
Prioritas Nasional terpenuhi yaitu;

Tahun 2025 = Nilai = 100 dan/atau Nilai Indeks
22,00
Tahun 2026 = Nilai & 110 dan/atau Nilai Indelcs
22,20
Tahun 2027 = Nilai 2 120 dan/atau Nilai Indeks
z 32,40
Tabun 2028 = Nilai = 130 dan/atau Nilai [ndeks
2 260
Tahun 2029 = Nilai = 150 dan/atau MNilai Indeles
23,00

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai KB Capaian

Prioritas Nasional tidak terpenuhi
b. AH» - Capaian IKU Hementerian /Lembaga

AHia = {50, jika = "Ada" dan 0, jika # "Ada’}

Sistem:Penilaian:

1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RE Capaian
KU Kementerian /Lembaga terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai > 85 ﬂan,i'atau Nilai Indaks
> 3,97
Tahun 2026 = Milai = 87 dan/atau Nilai Indels
x 4,06
Tahun 2027 = Nilai = 8B dan/atau Nilai Indeks
24,11
Tahun 2028 = Nilai 2 89 dan/atau Nilai Indeks
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24,15
Tﬂhiug 2029 = Nilai 2 90 dan/atau Nilai Indeks
=4
2) Nilai 0 = .Jika capaian target nilai RB Capaian
Prigritas Nasional tidak terpenuhi
¢ ABwa Nilai Capaian RB Pengelolaan Prioritas
. Nasional
Target Nilai IKK per Tahun;
Tahun 2025 z 5,97
Tahun 2025 & 6,26
Tahun 2027 2 6,51
Tahun 2028 z 6,75
Tahun 2029 2 7,20
Tahunan
Nilai
Unit Kerja Eselon II

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai clplia.n RE p&ng;elulaan keunangan

Sasaran

Strategis
Sasaran

Program
Jasaran

Kegiatan
Tujuan

Diefinist

Formuls i

Terwujudnya tata leelola Dewan Perwalkilan Daerah yang
efelctif

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola internal
Selretariat Jenderal DFD RI

: Terlaksananya pengelolazn keuangan yang transparan

dan altuntabel
Nilai ecapaign REB pengelolaan hkeuangan bertujuan
mengelola keuangan DPD Rl secara transparan,
akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance dan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Nilai capaian BB pengelolaan keuanganini adaiah Ukuran
pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek tata
kelola keunangan vang meliputli transparansi,
altuntabilitas efisiensi, dan efektivitas - pengelolasn
anggaran
Formula IKK Ksu.st Nilai Capaian RE Pengelolaan
Heuangan
Formula Utama
['::ln: = ‘.I!iHJD! o+ ﬂH:H:
Ereakdown Homponen Formula
a AHs - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IEPA)
Sistem Penilaian:
1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RE [IKPA
terpenuhi yvaita:
Tahun 2025 = Nilai & 92,85 dan/atau Nilai Indels
= 1,85
Tahun 2026 = Nilai = 93 dan/atau Nilai Indeks
z 1,86
Tahun 2027 = Nilai z 93,25 dan /atau Nilai [ndeks
1,86
Tahun 2028 = Nilai = 93,75 dan /aten Nilai Indeles
= 1,87
Tahun 2020 = Nilai = 94 dan/atau Nilai Indelks
= 1,88
2) Nilsi 0 = Jike capaian targst nilai RE Capalan
IKFPA tdak terpemahi
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AHuws = {50, jil¥a = "Memenuhi Target” dan 0, jika
“Tidak Memenuhi Target”}

b. AHu - Opini Badan Pemeriksa Kenangan
AHuu = {80, jika = "Ada” dan 0, jika # "Ada’)

Sistem Penilaian:

1) Nilai B0 = Jika capaian target nilai RE IKPA
terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilai = WTP dan/atau Nilai [ndeks
25,00
Tahun 2026 = Nilai @ WTP den/atau Nilai Indeks
25,00
Tahun 2027 = Nilai = WTP dan/atau Nilai Indeks
e 5,00
Tahun 2028 = Nilai = WTP dan/atau Nilai Indelks
& 5,00
Tahun 2029 = Nilai & WTP dan/atau Nilai Indeks
& 5,00

2) Nilai O = Jika capaian target nilai RB Capaian
IKPA tidak terpenuhi
€. ABjygst Nilai Capaian RB Pengelolaan Keuangan
Target Nilai [KK per Tehun:
Tahun 2025 2z 6,85
Tahun 2026 z 6,86
Tahun 2027 2 6,86
Tahun 2028 = 6,87
Tahun 2029 = 6,88
Tahunan
Nilai |
Unit I{eﬁé:l!:a-&lun il

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai capaian RB pengelolaan pemerintahan

Sasaran

Strategis
Sagaran

Program
Sasaran

Kegiatan
Tujuan

Definisi

Formula

¢ Terwujudnya tata kelola Dewsan Perwalkilan Daerah yvang

efektif

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola internal
Selretarizt Jenderal DPD BRI

: ‘Terlaksananyea digitalisasi tata kelola pemerintahan

Nilai capmian RB digilalisasi pemerintahan bertujuan

' mengimplementasikan transformasi digital dalam tate

kelola pémerintahan DPD RI untuk meningkatkan
efisicnsl, tranaparansi, dan kualitas layanan
Nilai capaian RB digitalisasi pemerintchan ini adalah
ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam
aspek transformasi digital yvang meliputi digitalisasi
proses kerja, pelayanan, dan sistem informasi
manajemen
Formula IKK Ksjs: Nilal Capaian REB Digitalisasi
Pemerintahan
Formula Utama
Kans = [AHim + AHiw + AHue + AHin)
AH 05 - Tingkat Implementas] Hebijalkan Arsitelctur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPEE)
AHos = {20, jika = "Memenuhi Target® dan 0, fileay o
“Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:

el




-55-

a. 1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Tingkat

Iriplementasi Kebijakan  Arsitektur SPBE
terpenuhi yaity :
Tahun 2025 = Nilai = 3 dan/atau Nilai Indeks
z 1,20
Tahun 2026 = Nilai = 3 dan/atan Nilai Indeks
2 3,00
Tahun 2027 = Nilai 2 4 dan/ataw Nilai Indeks
2 1,60
Tahun 2028 = Nilai & 4 dan/atau Nilai Indeks
e 1,60
Tahun 2029 = Nilai = 5 dan/atau Nilai Indeks
z 2,00
2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Capaien
[KPA tidak terpenuhd

b. AHigs- Tingkat Digitalisasi Arsip

Ty

AHi = {20, jika = "Memenuhi Target® dan 0, jika #
"‘[‘Idaﬂ'g: Memenuhi Target")
istem Penilaian:
1! Nilai 20 = Jika capaian target nilai BB Tinglat
Digitalisaai Arsip terpenuhi yadtu :
Tahun 2025 = Nilai = 93 dan/atau Nilai Indeks
z 1,86
Tahun 2026 = Nilai = 93,5 dan/atau Nilai Indeks
z 1,87
Tahun 2027 = Nilai = 94 dan/atau Nilai Indeks
z 1,88
Tahun 2028 = Nilai = 94.5 dan/atau Nilai Indeks
z 1,80
Tahun 2029 = Nilai = 95 dan/atau Nilai Indeks
= 1,89
2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RE Capaian
Tingltat Digitalisasi Arsip tidak terpenuhi
AH iy - Indoks Pembangunan Statistik
AHii:# {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika #
"Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RE Indeks
Pembangunan Statistik terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai = 1,9 dan/atau Nilai Indeks
2 0,57
Tahun 2026 = Nilai > 2,5 danfatay Nila: Indeks
=0,75
Tahun 2027 = Nilai 2 2,7 dan/atau Nilai Indeks
20,81
Tahun 2028 = Nilai = 2,9 dan/atau Nilai Indeks
=z 0,87
Tahun 2029 = Nilai = 3 dan/atau Nilai Indeks
0,9
2] Nilad D = Ji]m:a.pmantargetnﬂalE‘EEapﬂ.mn
Indeks Pembangunen Statistik tidak terpenuhi
AHui ¢ Indeks SPBE/Pemerintahan Digital
AHin = {40, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika #
"Tidak Memenuhi Target')
Sistem Penilaian:
1) Kilai 40 = Jika capajan target nilai RB Indcks
Pembangunan Statistik terpenubi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai 2 2,99 den/atau Nilai Indeks
z 5,38
Tahun 2026 = Nilai = 1,8 dan/atau Nilai Indeks
z3,24
Tahun 2027 = Nilai 2 1,8 dan/atau Nilai Indeks
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Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data

=55

=z 3,24

Taahgzs-l 2028 = Nilai = 2,1 dan/atau Nilai Indeles
2 i

Taéh;:;l 2029 = Nilai 2 2.1 dan/atan Nilai Indels
e,

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Capaian
Indelss SPBE/Pemerintahan  Digital tdak
terpenukbi

e. ABjgs: Nilai Capaian RB Pengelolaan Keuangan

Target Nilai [KK per Tahun:

Tahun 2025 = 9,01

Tahun 2026 & 7,06

Tahun 2027 2 7,53

Tahun 2028 = 8,14

Tahun 2029 = 8,58

Tabunan
Milax
Unit Kerja Eae=lon 11

Kombinasi persentase dan binary

IKK Nilai napu.lan RB pelayanan informasi publik

Sasaran
Strategis
Sasaran

Frogram
SESAran

Kegiatan
Tujuan

Definigi

Formula

Terwujudnya tata kelola Dewan Perwalilan Daergh vang
efelktal

: Meningkatnya efcktivitas sistem dan tata kelola internal

Sekretariat Jenderal DPD K1

: Terlaksananya pelayanan informasi publik yang

transparan dan responsif

Nilai eopaian RB pelayanan informasi publik bertijuan
Memberiltan pelayanan informasl publik  vang
transparan, responsif, dam  berkualitas untuk
meningkathkan aluntabilitas dan partisipasi masyarakat
Nilai capaian RB pelayanan informasi publik ini adalah
ukmran pencapaian target reformasl biroloesi dalam
aspelr lecterbulman informasi public yang meliput
transparansi, responsivitas, dan lkualitas layanan

informasi kepada masyarakat
: Formula IKK HKggr! Nilai Capaian RB Felayanan
Informasi Publile
Formula Utama
K!II.‘I”..I‘II'].IIJ
Breakdown Homponen Formula
2. AHws - Tinglkat Tindak Lanjut Pengaduan

Magsyarakat (LAPOR)

AHin = {100, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika =

"Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Pendlalan;:

1) Kilai 100 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOUR)
terpenuhl yaitu : )

Tahun 2025 = Nilad 2 3 dan/atau Nilai Indeks
09
Tahun 2026 = Nilai 2 4 dan/atau Nilai Indaks
x1,2
Tahun 2027 = Nilai 2 4 dan/atau Nilai Indeks
1,2
Tahun 2028 = Nilai ¢ 5 dan/atau Nilai Indeks
- 3
Tahun 2029 = Nilai 2 5 dan/atau Nilai Indeks
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2) Kilai O = Jika capaian target nilai RB Capaian
Indeks Pembangunan Statistik tidalk terpenuhi

Periode : Tahunan

Satuan ;  Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis . Hombinasi persentase dan binary
Perhitungan

Sumber

Data

3.1.1.8 IKK Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah

pemilihan =

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwaldlan Daeerah yang
Strategis efeltil

Sasaran ! Meningkamya efelctivitas sistemn dan tata kelola internal
Program Seloretariat Jenderal DPFD RI

Sasaran : Terlakeananya pelayanan informasi publik yang
Kegiatan transparan dan responsif di daerah pemilihan

Tujuan 1 Milai capaian RB pelayanan informasi publik di dasrah

pemilthan bermjoan meninplkatian akses dan kualitas
pelayanan infermasi publik di dasrah pemilihan untuk
memperluat hubungan DPD RI dengan konstituennya
Definisi : Nilai capaian RE pelayanan informasi publik di daerah
pamilihan ini adalah ulniran pencapeian target reformasi
birokrasi dalam aspek pelayanan informasi public yang
meliputi aksesibilitas dan kualitas layanan informasi bag:

masyarakat daerah
Formula : Formula IKK Kine: Nilai Capaian RB Pelayanan
Informasi Fublik di Daerah Pemilihan
Formula Utama
Kaue = AHus

Breakdown Komponen Formula
a. AHiu - Indels Pelayanan Publik di Eantor Daerah

AHus = {100, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika #

"Tidak Memenuhi Target”}
cm Penilaian:

1] Wilai 100 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
terpenuhi yaitu ;

Tahun 2025 = Nilai 3 dan/atau Nilai [ndeks
209
Tahun 2026 = Nilai > 4 dan/atau Nilai Indeks
=12
Tahun 2027 = Nilai = 4 dan/atau Nilai Indeks
=1,2
Tahun 2028 = Nilai 2 5 dan/atau Nilai Indeks
3 B
Tahun 2029 = Nilai = 5 dan/atau Milai Indeks
g2 1l5

2) Nilai 0 = Jika capaian mrgetnﬂaiEEﬂa.pqian

Indels Pembeangunan Statistik tidak terpenuhi

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Penpumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhirungan

Sumber

Darta
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3.1.1.9 IKK Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di
ibukota negara

Sasaran

Strategis
Sasaran

Program
Sasaran

Kegiatan
Tujuan

Definisi

Formula

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data

: Terwujudsya tata kelola Dewan Perwalkilan Daerah yang

efelctif
Meningicatnya efelctivitas sistem dan tata kelola internal
Selaretariat Jenderal DPFD RI

: Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai

standar

Nilai capaian RE pengelolaan sarana dan prasarana di
ibukota negara bertujuan mengelola sarana dan
prasarana di ibukota negara secara optimal untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
DFD EI
Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di
tbuicota negara ini adalah Ukuran pencapaian terget
reformasi birokoesi dalam aspek pengelolaan aset Gsik
yang mealiputi efisiensi penggunaan, pemeliharaan, dan
optimalisasi sarana prasarana
Formula IHH Eaage: Nilai Capaian RE Pengelolaan
Barana :Hu Prasarana di Ibulkiota Negara
Formula Ttama
K;m L ;"I..H:n
Breakdown Komponen Formula
a. AHuy- - Indeks Pengelolaan Aset
AHyp = {100, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika #
"Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) Nilai 100 = Jika capaian target nilai RB Indeks
Pengelolaan Aset terpenuhi yaity ¢
Tahun 2025 = Nilai = 3,5 dan/atan Milai Indeles
g 1l,7To
Tahun 2026 = Nilai & 3,50 dan/atau Nilai Indeks
21,78
Tahun 2027 = Nilai = 3,60 dan/atau Nilai Indel:s
= 1,80
Tghun 2028 = Nilai 2 3,66 dan/atau Nilai Indeks
z 1,83
Tahun 2029 = Nilal 2 3,7 dan/atau Nilai Indeks
21,85
2) Nilai O = Jika capaian target nilai RB Capaian
Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi

Tahunan
Nilai
Unit Kerja Eselon Il

Kombinasi pergentase dan binary

3.1.1.10 IKK Nilai capaian ﬂp&mlulnnn garana dan prasarana di
ibulcota provinsi '

Sasaran
Strategis
Sasaran
Program
Saszaran

Kegiatan

: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Dagerah vang

efelctif
Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola internal
Seloretarigt Jenderal DPD RI

. Terlaksamanya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai

standar




Tujuan

Definisi

Formula

Periode
Satuan
Pengumpul
Data

Jenis
Perhitungan
Sumber
Data

=58 -

Nilai capaion RB pengelolaan serana dan prasgrang di
ibukota provinsi bertujuan menyediakan dan mengelola
sarana praserana di fbukota provinsi yang memadai
untuk menduloung aktivitas DPD RI di daerah

Nilai capatan RE pengelolaan sarana dan prasagrana di
ibukota provinsi ini adalah uluran pencapaian target
reformasi birekrasi dalam aspek pengelolaan aset fisik di
kantor DPD RI di ibukota provinsi, meliputi standarisasi
dan kualitas sarana prasarana di daerah.

Formula IKK Hasinet Nilai Capaian REB Pengelolaan

Sarana Prasarana di Thulkota Provingi
Formuls

Koanie = AHus
Broakdown Eomponen Formula
a. AHus - Indeks Tata Eelola Pengadaan
AHus = {100, jika = "Memenuhi Target’ dan 0, jika #
"Memenuhi Target”)
Sistem Penilaian:
1) Nilai 100 = Jika capaian target nilai BB Indeks
Tate Kelola Pengadaan terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilei 2 88 dan/atau Nilai Indeks
21,76
Tahun 2026 = Nilai 2 90 dan/atau Nilai Indeks
2 1,80
Tahun 2027 = Nilai 2 93 dan fatau Nilai Indeks
=1,B6
Tahun 2028 = Nilai = 95 dan/atau Nilai Indeks
=150 °
Tahun 2029 = Nilai @ 100 dan/ateu Nilai Indeks
z 2,00
2) Nilai 0 = Jika capalan target nilai FE Capaian
Indeks Pembanpunan Statistik tidak terpenuhi

{ Tahunan

Nilai
Unit Kerja Eselon II

Koamhinasi persentase dan binary

3.1.1.11 IKK Nilai na.palnn RB pengawasan internal

Sasaran
Strategis
Sasaran

Program
Sasaran
Kegiatan
Tujuan

Definisl

Formula

: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Dacrah yang

efektif

: Memu&a‘l"tn,}ra eﬁ:kl:mtaa sistem dan tata kelola mternal

Seleretariat Jendersl DFD RI

. Terlaksananya pengawasan internal yang independen

Nilai capaian REB pengawasan internal bertujuan
menyelenggarakan pengawasan internal yang
independen, objektif, dan sfeltif untuk memastikan tata
kelola yang baik dan pencegahan penyimpangan

Nilai capaian RB pengawasan internal ini adalah ukuran
pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek sistem
pengawasan internal yang meEputi independensi,
efektivitas audit internal, dan pengendalian risiko
organisasi

Formula H{K Ksy,:;: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi
Pengawasan Internal

Formula Utama

Eun = [AHw + AHie = AHu + AH)

Breakdown Komponea Formula




a. AHyup4 Tingkat Maturitas SPIP
A = {20, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika =
"Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:

1)

2)

Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Tinglkat
Maturitas SPIP terpenuhi yaita :

Tahun 2025 = Nilai > 3,05 dan/atau Nilai Indeks
2244

Tahun 2026 = Nilai = 3,1 dan/atau Nilai Indeks
=248

Tahun 2027 = Nilai = 3,2 dan/atau Nilai [ndeks

e 3,56

Tahun 2028 = Nilai = 3,3 dan,atau Nilai [ndeks

z 2,64

Tabun 2029 = Nilai > 3,4 dan/atau Nilai Indeks
=272

Hﬂﬁ 0= Jika capaian tasget nilai RB Tingkat
Maturitas SFIP tidak terpenuhi

b. AHig - Tingkat Keberhasilon Pembangunan 21
AHiga = {20, jilkka = "Memenuhi Target” dan 0, jika =
"Tidalk Memenuhi Target")

Bistem Penilaian:

2)

Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Tingkat
Keberhasilan Pembangunan Z1 terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai = 1 dan/atau Nilai Indeks = 1
Tahun 2026 = Nilai = 2 dan/atau Nilai [ndeks z 2
Tahun 2027 = Nilai = 3 dan/atau Nilai Indeks = 3
Tahun 2028 = Nilai = 3 dan/atau Nilai Indeks = 3
Tahun 2029 = Nilai = 3 dan/atan Nilai Indeks = 3
Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Tinghkat
Keberhasilan Pembangunan ZI tidak terpenuhi

¢. AH:za- Tindak Lanjut Rekomendasi
A gy = ﬂﬂ,ﬁlﬂ = "Memenuhi Target® dan 0, jika =
“Tidalg Me mienuhi Target']
Sistem Penilaian:

1)

2)

Nilai 20 = Jika capaian target nilai RE Tindalk
Lanjut Rekomendasi terpenuthi yaitu:

Tehun 2025 = Nilai = 80 dan/atau Nilai Indeks =
3,20

T%ahn 2026 = Nilai = 82 dan/atau Nilai Indeks =
3

Tahun 2027 = Milai > 84 dan/ateu Nilai Indeks »
gﬁfun 2028 = Nilai ¢ 865 dan/atau Nilai Indeks =
’Er"ﬁ:un 2029 = Nilai = 87 dan/atan Nilai Indeks 2
:Ev?;l}aﬂin=Jika¢apajan target nilai RE Tindak
Lanjut Rekomendasi tidak terpenuhi

d. AHiss - SBurvel Penilaian Integritas
AHizsfF {40, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika =

, 80 = Jikm eapeian target nilai RB Survei
Perilaian Integritas terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai > 80,8 dan/atan Nilai Indeks
= 8,08
Taltun 2026 = Nilai > 81,2 dan/atau Nilai Indeks
8,12
Tahun 2027 = Nilai = 81,8 dan/atau Nilai Indeks
> 8,18
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Tshun 2028 = Nilsi 2 82,4 dan/atau Nilai Indels
z 8,24
Tahun 2029 = Nilai = 83 dan/atau Nilai Indeks
z 8,30

2) Nilai 0 = Jilka capaian target nilai RB Survei
Penilaian Integritas tidak terpenuhi

¢. ABimmy: Nilal Capaian Reformasi Birolrasi

Pengawasan Internal

Target Milai IKK per Tahun:

Tahun 2025z 14,72

Tahun 2026 = 15,88

Tabun 2027 2 17,10

Tahun 2028 2 17,32

Tahun 2029 = 17,50

Periode Tehunan

Satuan Nilai

Pengumpul Unit Kerja Esclon II

Data

Jenis Kombinagi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber

Data

IKK Nilai capaian RB tematik

Sasaran . Temujudnjrn tata kelola Dewan Perwaldlan Dasrah vang

Strategis efelotif

Sasaran : Tersedienya upaya dan sarena untuk mengurai,

Program menjawab dan mengatasi permasalshan tata kelola
pemerintah  yang diresakan secara langsung oleh
masyarakat

Sasaran . Terlaksananya pengelolaan reformasi birokrasi tematik

Kegiatan

Tujuan :  Nilai capaian RE Tematik bertujuan
mengimplementasikan reformasi birokrasi tematik yang
selaras dengan prioritas nasional untulk meningkatlkan
kontribusi DPD RI dalam pembangunan nasional

Definisi . Nilai capaian BB Tematik ini adslah ulniran pencapaian
target reformasi birokrasi dalem aspek program tematik
khusus yang meliputi inisiatif strategis dan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintaban yvang mendukung
transformasi organisasi

Formula : Formula IKK K3 Nilai Capaian RE Tematik

Formula Utama

Karz = (AHige + AHyr + AHjas + AHL129 + AHim)
Breakdown Komponen Formula

a. AH;as - Pengentasan kemiskinan

AHyge = {20, jika = "Memenuhi Target” dan 0, jika #

"Tidak Memenuhi Target'}

Bistem Penilaian:

1} Milai 20 = Jika capaian target nilis RE
Penanggulangan Kemiskinan terpenuhbi yaitw:
Tahun 2025 = Nilai 2 1,45 dan/atau Nilai Indeks
2145

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilaa RB
Penanggulangan Kemisldnan tidak terpenuhi

b. AHsr - Realisasi investasi

AHor = {20, jika = "Memenuhi Target’ dan 0, jika #

"TideEhMemenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capmant&rgetnﬂmﬁﬂ
Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:
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- Tahun 2026 = Nilai = 1,80 dan/atau Nilai Indeks
= 1,80
2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB
Penanggulangan Kemisldinan tidak terpenuhi
. AHias - Digitalisagi Administrasi Pemerintahan
berfolous penanganan stunting

AHias = {20, jika = "Memenuhi Target' dan 0, jika #

"Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) Nilal 20 = Jika capaien target nilai RS
Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi vaitu:
Tahun 2027 = Nilai = 1,25 dan/atau Nilai Indeks
e 1,25

2) Nilai O = Jika capaian target nilai RS
Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

AHjge = {20, jika = "Memenuhi Target” dan 0, jika #

Sistem Penilaian;

1) Nilai 20 = Jilta cepaian target niai RBE
Penanggu Kemiskinan terpenuhi yaitu:
Tahun 2028 = Nilai = 1,93 dan/atau Nilai Indeks
= 1,23

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB
Penangpmlangan KEepmiskinan tidak terpenuhi

= AH:.:N - 3 i’ﬂ-ﬂﬂﬁ

AHiap = {20, jika = “Memenuhi Target’ dan 0, jika =

‘Tidek Memenuhi Target")

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capesian target nilai REB
Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:
Tahun 2029 = Nilai = 1,75 dan/atau Nilai Indeks
21,75

2] Nilai 0 = Jika capaian target mnilai RB

Penanggulangan Hemiskinan tidak terpenuhi

Periode : Tahunan

Satuan 1 Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon I

Data

Jenis - Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan

Sumber

Data




